
 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG 
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

 
Menimbang :  a.  bahwa untuk mengembangkan talenta dan karier di 

bidang penanggulangan bencana dibutuhkan standar 
kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus 

kompetensi teknis bidang penanggulangan bencana di 
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

  b. bahwa kamus kompetensi teknis bidang penanggulangan 

bencana telah memperoleh persetujuan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang 
Penanggulangan Bencana; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 103);  
  3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional 
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   Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);  
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN 

BENCANA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG 
PENANGGULANGAN BENCANA. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang 
meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi 

dan level kompetensi serta Indikator Kompetensi. 
2. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis jabatan. 

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 2 

(1) Kamus Kompetensi Teknis bidang penanggulangan 

bencana digunakan untuk: 
a. penyusunan standar kompetensi jabatan ASN 

penanggulangan bencana sesuai karakter tugas 
jabatan; 

b. untuk perencanaan sumber daya manusia, seleksi 
penerimaan sumber daya manusia, penempatan 
sumber daya manusia, pengembangan kompetensi, 

pengembangan karier, promosi, dan mutasi; 
c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan 

teknis bidang penanggulangan bencana; dan 
d. penyusunan materi uji kompetensi teknis bidang 

penanggulangan bencana. 
(2) Kamus Kompetensi Teknis bidang penanggulangan 

bencana diperuntukkan bagi: 

a. kementerian/lembaga yang mempunyai tugas terkait 
penanggulangan bencana; dan 

b. perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota 
yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan 

layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta 
perlindungan masyarakat suburusan bencana. 
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Pasal 3 
Kamus Kompetensi Teknis Bidang Penanggulangan Bencana 

terdiri atas: 
a. jenis kompetensi teknis; 
b. nama kompetensi teknis; 

c. kode kompetensi teknis; 
d. definisi kompetensi teknis; 

e. deskripsi level kompetensi teknis; 
f. level kompetensi teknis; dan 

g. indikator perilaku kompetensi teknis. 
 

Pasal 4 

(1) Jenis Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a merupakan 

kemampuan/pengetahuan/keterampilan yang berkaitan 
dengan bidang penanggulangan bencana. 

(2) Nama Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b merupakan 
pengetahuan/keterampilan/sikap/perilaku yang telah 

diidentifikasi sesuai dengan bidang penanggulangan 
bencana. 

(3) Kode kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c merupakan penjelasan mengenai jenis dan 

nomor urut kompetensi. 
(4) Definisi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf d merupakan penjabaran mengenai 

pengetahuan/keterampilan/sikap/perilaku sesuai jenis 
kompetensinya. 

(5) Deskripsi level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf e merupakan penjabaran indikator 

perilaku sesuai tingkat kompetensi. 
(6) Level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf f merupakan tingkat penerapan kompetensi 

yang berbeda-beda dalam satu jenis kompetensi. 
(7) Indikator perilaku Kompetensi Teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan tingkatan 
pengetahuan/keterampilan/sikap/perilaku untuk tiap 

tingkatan level kompetensi. 
 

Pasal 5 

Kamus Kompetensi Teknis bidang penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 2 

(dua) jenis, terdiri atas:  
a. kompetensi umum; dan  

b. kompetensi khusus.  
 

Pasal 6 

Kamus Kompetensi Teknis bidang penanggulangan bencana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
 

Pasal 7 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Oktober 2024 
 

KEPALA BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA, 

 
Œ 

 

SUHARYANTO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                         Д 

 

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ѽ 
 

ASEP N. MULYANA 
 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR      Ж 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG 
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG 

PENANGGULANGAN BENCANA 
 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. UMUM 
1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara menyatakan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, 

profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, 
netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, 
nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, 

dan kesejahteraan. 
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa Aparatur Sipil 

Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik 
dan kode perilaku, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, 

harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 
3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwa 

pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan 

mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan 
Instansi Pemerintah. 

4. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara 
dan untuk menyelenggarakan pengembangan talenta dan karier dalam 

manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan standar kompetensi 
jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, 
Kompetensi Sosial Kultural. 

5. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi 
minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, bahwa untuk 
mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan 
untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur 

Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas 
Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial 

Kultural. 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Dokumen Kamus Kompetensi ini dimaksudkan sebagai acuan dalam 

Manajemen ASN di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana untuk mengukur kompetensi individu Aparatur Sipil Negara 
dalam kegiatan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, 

penempatan, promosi dalam suatu jabatan, dan pelaksanaan 
rekrutmen terbuka jabatan tinggi di lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana.  
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2. Tujuan ditetapkannya Kamus Kompetensi ini adalah sarana dasar 

dalam menyelenggarakan sistem merit manajemen aparatur negara di 
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

 
C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Dokumen Kamus Kompetensi ini meliputi:  

1. Kompetensi yang bersifat umum (generik) yaitu kompetensi teknis 
yang harus dimiliki oleh seluruh (setiap jabatan) jabatan yang 

menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. 
2. Kompetensi yang bersifat khusus (spesifik) yaitu kompetensi yang 

hanya dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan 
suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan. 
 

D. BATASAN PENGERTIAN 
Dalam Dokumen Kamus Kompetensi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan 
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, 
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. 
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 
4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk 
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait 
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam 

hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, 
nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 

pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan 
peran, fungsi dan Jabatan. 

6. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama 
kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta 
Indikator Kompetensi. 

7. Level Kompetensi adalah tingkat penguasaan kompetensi yang 
dirumuskan berupa Indikator Kompetensi pemangku jabatan, meliputi 

5 (lima) level dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Level 1 

Pemahaman/pengembangan (awareness/being developed), 
dengan kriteria: 

1) Mengidentifikasi kemampuan melaksanakan 
tugas/pekerjaan teknis sederhana dengn proses dan aturan 
yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/bantuan dari 

orang lain; 
2) Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus; 
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3) Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang 

prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan 
pengawasan langsung atau bantuan pihak lain; dan 

4) Mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas 
pekerjaan sendiri. 

b. Level 2 

Dasar (basic), dengan kriteria: 
1) Mengindikasikan kemamapuan melakukan kegiatan/tugas 

teknis dengan alat, prosedur, dan metode kerja yang sudah 
baku; 

2) Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori 
dan praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan 
dan/atau pengawasan langsung; 

3) Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan 

4) Mengindikasikan kemampuan untuk bertanggung jawab 
atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab 

membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis ysnmg 
sederhana. 

c. Level 3 

Menengah (intermediate), dengan kriteria: 
1) Mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang 

lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas 
dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan 

yang timbul dalam tugasnya 
2) Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori 

dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, 
dengan kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang 
cepat 

3) Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan serta 
menunjukan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek 

pelaksanaan pekerjaan teknis 
4) Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; 
dan 

5) Mengindikasikan kemampuan bertanggung jawab atas 

pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pekerjaan kelompok/tim. 

d. Level 4 
Mumpuni (advance), dengan kriteria: 

1) Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu 
pengetahuan/iptek, konsep/teori dan praktek mampu 
mendapat pengakuan di tingkat instansi; 

2) Mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan dan 
pembaharuan teknis, dan metode kerja; 

3) Mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai 
situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta 

kemapuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul 
dalam pekerjaan; dan 

4) Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan 

menerapkan pendekatan mono disipliner/satu bidang 
keilmuan dan kemampuan melakukan uji kompetensi serta 

memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan 
atau mentor tingkat instansi. 
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e. Level 5 

Ahli (expert), dengan kriteria: 
1) Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu 

pengetahuan/iptek, konsep/teori mampu mendapat 
pengakuan nasional dan internasional; 

2) Mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, 

original dan teruji; 
3) Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan 

situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain 
dalam melakukan kegiatan teknis; 

4) Mengindikasikan kemampuan mampu mengoordinasikan, 
memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan 
uji kompetensi, dan kemampuan menjadi 

pembimbing/mentor; 
5) Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan 

menerapkan pendekatan inter, multi disipliner; dan 
6) Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat 
nasional dan internasional. 

8. Kompetensi Teknis Umum adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan, 
bersifat umum berarti harus dimiliki oleh seluruh (setiap jabatan) yang 

menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. 
9. Kompetensi Teknis Khusus adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan, hanya 
dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan suatu 
urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan.  

10. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama 
kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta 

Indikator Kompetensi. 
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BAB II  

DAFTAR KOMPETENSI 
 

A. Struktur Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana, telah dilakukan penataan 

kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penataan 
kelembagaan BNPB selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian 

nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan 
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis BNPB di daerah serta penguatan 
kapasitas sumber daya manusia terutama terkait dengan pengembangan 

jabatan fungsional tertentu di BNPB. 
Struktur organisasi BNPB yang merupakan bagian utama dari Kerangka 

Kelembagaan BNPB dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 
Gambar 2.1. Struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

 
Secara kelembagaan, BNPB merupakan Lembaga Pemerintah non 
Kementerian yang terdiri dari: (1) Kepala; (2) Unsur pengarah; dan (3) Unsur 

pelaksana. Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas: 
1. Sekretariat Utama. 

2. Deputi Bidang Sistem dan Strategi. 
3. Deputi Bidang Pencegahan. 

4. Deputi Bidang Penanganan Darurat. 
5. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 
6. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. 

7. Inspektorat Utama. 
 

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 15 disebutkan 
bahwa unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan 

bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan 
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darurat bencana, dan pascabencana. Adapun tugas masing-masing unsur 

pelaksana adalah: 
1. Sekretariat Utama 

Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan BNPB. 

Sekretariat Utama terdiri dari:  
a. Biro Perencanaan;  

b. Biro Keuangan; 
c. Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama; dan  

d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. 
2. Deputi Bidang Sistem dan Strategi 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 
sistem dan strategi penanggulangan bencana.  

Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri dari: 
a. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana; 

b. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; dan 
c. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana. 

3. Deputi Bidang Pencegahan 

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan. 

Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari:  
a. Direktorat Mitigasi Bencana;  

b. Direktorat Kesiapsiagaan; dan  
c. Direktorat Peringatan Dini. 

4. Deputi Bidang Penanganan Darurat 

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga 
darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari:  
a. Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat; 
b. Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat; dan  

c. Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi. 
5. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi.  
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:  
a. Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik; dan  
c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan 

Sumber Daya Alam. 
6. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan 

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 
logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari:  
a. Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan; dan  

b. Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan. 
7. Inspektorat Utama 

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan tugas 
pengawasan internal di lingkungan BNPB. 
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Inspektorat Utama terdiri dari:  

a. Inspektorat I;  
b. Inspektorat II; dan 

c. Inspektorat III 
8. Pusat-Pusat 

a. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan 

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai 
tugas koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan 

informasi, pengembangan basis data dan informasi, serta 
pelaksanaan komunikasi kebencanaan. 

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 
mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan 

penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
di bidang penanggulangan bencana. 

c. Pusat Pengendalian Operasi 
Pusat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan 
potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi 
informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan 

rekomendasi operasi penanganan darurat bencana. 
 

B. Identifikasi Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 

Berikut adalah tugas dan fungsi unit organisasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

 

Tabel 2.1. Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 

 

No Organisasi Tugas   Fungsi 

1 Sekretariat 

Utama 

Menyelenggarakan 

koordinasi 
pelaksanaan 

tugas, pembinaan, 
dan pemberian 

dukungan 
administrasi 
kepada seluruh 

unsur organisasi 
di lingkungan 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana. 

a Koordinasi kegiatan Badan 

Nasional Penanggulangan 
Bencana. 

b Koordinasi dan penyusunan 

rencana, program dan 
anggaran Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

c Pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi yang 
meliputi ketatausahaan, 

kearsipan, sumber daya 
manusia, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja 
sama, hubungan 
masyarakat, dokumentasi, 

dan keprotokolan Badan 
Nasional Penanggulangan 

Bencana. 

d Pembinaan dan penataan 
organisasi dan tata laksana. 

e Koordinasi dan penyusunan 
peraturan perundang-
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No Organisasi Tugas   Fungsi 

undangan serta pelaksanaan 
advokasi hukum. 

f Penyelenggaraan 

pengelolaan barang 
milik/kekayaan Negara. 

g Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Kepala. 

2 Deputi 
Bidang 
Sistem dan 

Strategi 

Menyelenggarakan 
perumusan dan 
pelaksanaan 

kebijakan bidang 
sistem dan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

a Penyusunan kebijakan 
bidang sistem dan strategi. 

b Pelaksanaan kebijakan 
bidang sistem dan strategi. 

c Koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan dalam 
perencanaan 

penanggulangan bencana. 

d Penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di 
bidang sistem dan strategi. 

e Pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi di bidang 
sistem dan strategi. 

f Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang sistem 

dan strategi. 

g Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala. 

3 Deputi 

Bidang 
Pencegahan 

Menyelenggarakan 

perumusan dan 
pelaksanaan 
kebijakan bidang 

pencegahan. 

a Penyusunan kebijakan 

bidang pencegahan. 

b Pelaksanaan kebijakan 
bidang pencegahan. 

c Penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di 

bidang pencegahan. 

d Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang 

pencegahan. 

e Pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Kepala. 

4 Deputi 
Bidang 

Penangana
n Darurat 

Menyelenggarakan 
perumusan dan 

pelaksanaan 
kebijakan bidang 

penanganan 
keadaan darurat. 

a Penyusunan kebijakan 
bidang penyelenggaraan 

penanganan darurat. 

b Pelaksanaan kebijakan 
bidang penyelenggaraan 
penanganan darurat. 

c Penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di 
bidang penyelenggaraan 

penanganan darurat. 

d Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan atas pelaksanaan 
kebijakan bidang 

penyelenggaraan 
penanganan darurat. 
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No Organisasi Tugas   Fungsi 

e Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala. 

5 Deputi 
Bidang 

Rehabilitasi 
dan 

Rekonstruk
si 

Menyelenggarakan 
perumusan dan 

pelaksanaan 
kebijakan bidang 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

a Penyusunan kebijakan 
bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

b Pelaksanaan kebijakan 
bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

c Penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di 
bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

d Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

e Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala. 

6 Deputi 

Bidang 
Logistik dan 

Peralatan 

Menyelenggarakan 

perumusan dan 
pelaksanaan 

kebijakan bidang 
logistik dan 
peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

a Penyusunan kebijakan 

bidang logistik dan 
peralatan. 

b Pelaksanaan kebijakan 
bidang logistik dan 

peralatan. 

c Penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di 

bidang logistik dan 
peralatan. 

d Pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang logistik 

dan peralatan. 

e Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala. 

7 Inspektorat 

Utama 

Menyelenggarakan 

tugas pengawasan 
internal di 
lingkungan Badan 

Nasional 
Penanggulangan 

Bencana. 

a Penyusunan kebijakan 

pengawasan internal di 
lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

b Pelaksanaan pengawasan 

internal di lingkungan 
Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 
terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, 
reviu, evaluasi, dan 
pemantauan. 

c Pelakanaan pengawasan 

untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Kepala. 

d Penyusunan laporan hasil 

pengawasan. 

e Pelaksanaan administrasi 

Inspektorat Utama. 
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No Organisasi Tugas   Fungsi 

f Pelaksanaan fungsi lain yang 
diberikan oleh Kepala. 

8 Pusat Data, 
Informasi, 

dan 
Komunikasi 

Kebencanaa
nama 

Koordinasi dan 
pelayanan di 

bidang 
pengelolaan data 

dan informasi, 
pengembangan 
basis data 

dan informasi, 
serta pelaksanaan 

komunikasi 
kebencanaan. 

a Penyiapan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan 

bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

b Penyiapan koordinasi 

penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria di 
bidang data, informasi, dan 

komunikasi kebencanaan. 

c Pengelolaan, pengembangan, 
dan pengintegrasian 

teknologi dan jaringan di 
lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

d Penyiapan komunikasi 

dengan media, pemberitaan, 
peliputan, publikasi serta 

pengelolaan dokumentasi 
penanggulangan bencana. 

e Pengelolaan perpustakaan 
dan pelaksanaan digitalisasi 

dokumen kebencanaan di 
bidang penanggulangan 

bencana. 

f Pemantauan, evaluasi dan 
analisis laporan pengelolaan 

data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

9 Pusat 
Pendidikan 

dan 
Pelatihan 

Penanggula
ngan 
Bencana 

Melaksanakan 
pengoordinasian 

dan 
penyelenggaraan 

pengembangan 
kapasitas sumber 
daya manusia di 

bidang 
penanggulangan 

bencana. 

a Penyiapan koordinasi dan 
pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan teknis 

penanggulangan bencana 
dan simulasi 
penanggulangan secara 

nasional dan internasional. 

b Pengembangan program dan 
akreditasi pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan 
bencana. 

c Penyiapan koordinasi 
penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria di 
bidang pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan 
bencana. 

d Penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan dasar, 
struktural, fungsional, dan 
teknis lainnya bagi sumber 
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No Organisasi Tugas   Fungsi 

daya manusia di bidang 
penanggulangan bencana. 

e Penyelenggaraan sertifikasi 
dan uji kompetensi profesi. 

f Penyiapan pemantauan, 

evaluasi dan analisis 
pelaporan di bidang 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

10 Pusat 
Pengendalia

n Operasi 

Melaksanakan 
koordinasi, 

penyiapan, 
pengolahan data 

dan analisis 
pemantauan 
potensi ancaman 

bencana, 
pengerahan 

sumber daya, 
diseminasi 

informasi, 
pelaksanaan 
komunikasi 

kedaruratan, dan 
rekomendasi 

operasi 
penanganan 

darurat bencana. 

a Pengolahan data, analisis, 
dan diseminasi informasi 

darurat bencana. 

b Penyiapan koordinasi 
penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria di 
bidang pengendalian operasi 
penanganan darurat 

bencana. 

c Penyusunan rencana operasi 
penanganan pada saat 

siaga darurat, tanggap 
darurat, dan transisi darurat 
ke pemulihan. 

d Penyusunan rekomendasi 

operasi penanganan 
bencana. 

e Penyusunan koordinasi, 

komunikasi dan sinkronisasi 
penanggulangan bencana 
lintas sektor. 

Sumber: Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2019 

 
C. Identifikasi Kompetensi Teknis di Lingkungan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 
Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.1, 

dapat dirumuskan 58 (lima puluh delapan) butir kompetensi teknis urusan 
penanggulangan bencana. Secara rinci dapat disajikan dalam tabel berikut: 
 

Tabel 2.2 Identifikasi Kompetensi Teknis  
di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

 

No Urusan/Sub Urusan Kompetensi 

1 Penanggulangan 
Bencana 

Kompetensi Umum (kompetensi yang 
bersifat umum) 
1. Penyusunan Kebijakan Bidang 

Penanggulangan Bencana;  
2. Advokasi Kebijakan Bidang 

Penanggulangan Bencana; 
3. Manajemen Bencana.  

Kompetensi Khusus 
1. Penyusunan Kebijakan Bidang Sistem 

dan Strategi Penanggulangan 

Bencana; 
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No Urusan/Sub Urusan Kompetensi 

2. Advokasi Kebijakan Bidang Sistem 
dan Strategi Penanggulangan 

Bencana; 
3. Pengelolaan Sistem dan Strategi 

Penanggulangan Bencana; 

4. Perencanaan Dukungan Teknis 
Terhadap Risiko Bencana; 

5. Analisis Potensi Kebencanaan, 
Ancaman, Kerentanan, Risiko dan 

Kapasitas; 
6. Pemetaan dan Evaluasi Risiko 

Bencana; 

7. Penyusunan Sistem Penanggulangan 
Bencana; 

8. Pengembangan Sistem 
Penanggulangan Bencana; 

9. Pengembangan Strategi 
Penanggulangan Bencana;  

10. Penyusunan Kebijakan Bidang 

Pencegahan Bencana; 
11. Advokasi Kebijakan Bidang 

Pencegahan Bencana; 
12. Penyelenggaraan Pencegahan 

Bencana; 
13. Mitigasi Bencana; 
14. Perencanaan Penanggulangan 

Kedaruratan Bencana; 
15. Penyelenggaraan Kesiapsiagaan 

Bencana; 
16. Penyelenggaraan Integrasi Sistem 

Peringatan Dini;  
17. Penyelenggaraan Sistem Peringatan 

Dini; 

18. Penyusunan Kebijakan Bidang 
Penanganan Darurat Bencana; 

19. Advokasi Kebijakan Bidang 
Penanganan Darurat Bencana; 

20. Penyelenggaraan Penanganan Darurat 
Bencana; 

21. Perencanaan Dukungan Sumber Daya 

Darurat; 
22. Pengelolaan Dukungan Sumber Daya 

Darurat;  
23. Penyelenggaraan Dukungan 

Infrastruktur Darurat;  
24. Penyelenggaraan Fasilitasi 

Penanganan Korban dan Pengungsi; 

25. Penyelenggaraan Fasillitasi 
Penyelamatan dan Evakuasi; 

26. Penyelenggaraan Fasilitasi 
Pemenuhan Kebutuhan Korban dan 

Pengungsi;  
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No Urusan/Sub Urusan Kompetensi 

27. Penyusunan Kebijakan Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana; 
28. Advokasi Kebijakan Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana; 
29. Perencanaan Rehabilitasi Dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana; 
30. Perencanaan Pendanaan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 
31. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

32. Penyelenggaraan Pemulihan dan 
Peningkatan Fisik; 

33. Penyusunan Kebijakan Bidang 
Pemulihan dan Peningkatan Fisik; 

34. Penyusunan Kebijakan Bidang 
Pemulihan dan Peningkatan Sosial, 
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;  

35. Penyelenggaraan Pemulihan dan 
Peningkatan Sosial, Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam; 
36. Penyusunan Kebijakan Bidang 

Logistik dan Peralatan 
Penanggulangan Penanggulangan 
Bencana; 

37. Advokasi Kebijakan Bidang Logistik 
dan Peralatan Penanggulangan 

Bencana; 
38. Manajemen Logistik dan Peralatan 

Penanggulangan Bencana; 
39. Pengelolaan Bantuan Logistik dan 

Peralatan; 

40. Pengembangan Kemitraan, Distribusi 
dan Pengendalian Logistik dan 

Peralatan; 
41. Penyusunan Kebijakan Bidang Data, 

Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan; 

42. Advokasi Kebijakan Bidang Data, 

Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan; 

43. Manajemen Data dan Informasi 
Kebencanaan;  

44. Pengelolaan Teknologi dan Jaringan 
Kebencanaan;  

45. Pengelolaan Komunikasi 

Kebencanaan;  
46. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Bencana;  
47. Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Penanggulangan Bencana; 
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No Urusan/Sub Urusan Kompetensi 

48. Penyelenggaraan Sertifikasi dan Uji 
Kompetensi Penanggulangan 

Bencana; 
49. Pengembangan Program dan 

Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Bencana;  
50. Penyusunan Kebijakan Bidang 

Pengendalian Operasi Penanganan 
Darurat Bencana;  

51. Perencanaan Operasi Penanganan 
Darurat Bencana;  

52. Penyelenggaraan Pengendalian 

Operasi Penanggulangan Bencana 
Lintas Sektor; 

53. Perencanaan Penanggulangan 
Bencana; 

54. Analisis Kebencanaan; dan 
55. Penyuluhan Kebencanaan. 
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BAB III  

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 

 
1. Penyusunan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Penanggulangan 

Bencana 

Kode Kompetensi : PB.01 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan 
membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 

dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 
mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 

publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan Bidang Penanggulangan 

Bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode 

dan mekanisme tata 
cara prosedur 

penyusunan kebijakan 
bidang 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

prosedur penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang penanggulangan 
bencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penyusunan 
kebijakan bidang penanggulangan 

bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyusunan kebijakan 
bidang 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman kerja atau 
petunjuk teknis. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk penyusunan 

kebijakan bidang penanggulangan 
bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep kebijakan 

bidang penanggulangan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas penyusunan kebijakan 
bidang penanggulangan bencana di 
tingkat nasional. 

3 Mampu melaksanakan 

penyusunan kebijakan 
bidang 

penangggulangan 
bencana. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 

sistematika draft kebijakan bidang 
penanggulangan bencana dan 

menentukan substansi yang akan diatur.  
3.2 Mampu mengoordinasikan dan 

mensosialisasikan pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen dalam 

melakukan 
penyusunan kebijakan 

bidang 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan bidang penanggulangan 

bencana yang lebih efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang penanggulangan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan 

penanggulangan 
bencana, dan menjadi 

sumber rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 

penyusunan kebijakan 
bidang 

penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan serta pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana, mencari 

kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana yang 

dikembangkan. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyusunan kebijakan bidang 
penanggulangan bencana. 

 
2. Advokasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.02 

Definisi : Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan 
untuk melakukan usaha yang terencana dan 
sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan 

terjadinya perubahan secara bertahap dalam 
menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) 

kebijakan bidang penanggulangan bencana. 
Kemampuan tersebut termasuk mengkomunikasikan 

konsep, strategi, proses, data, program serta kebijakan 
kepada stakeholder melalui metode-metode serta 

strategi yang terencana dengan tujuan agar stakeholder 
dapat memahami serta menerapkan kebijakan tentang 
penanggulangan bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
peraturan dan 
mekanisme, tata cara, 

prosedur advokasi 
kebijakan bidang 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur advokasi 
kebijakan penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 

data advokasi kebijakan penanggulangan 
bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
advokasi kebijakan 
bidang 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman 
kerja/petunjuk teknis. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 

memanfaatkan data tentang advokasi 
kebijakan penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal advokasi kebijakan 
penanggulangan bencana kepada 

masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 

menyelenggarakan 
membimbing 
pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang 
penanggulangan 

bencana  

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 

pelaksanaan advokasi kebijakan 
penanggulangan bencana, melalui 
persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

pendampingan, monitoring dan evaluasi 
advokasi kebijakan publik. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 
menjalankan strategi atau intervensi 

melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 
teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 

stakeholder dalam menerapkan advokasi 
kebijakan bidang penanggulangan 

bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang penanggulangan 

bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen dalam 
melakukan advokasi 
kebijakan bidang 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

mencari kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan penanggulangan bencana yang 
lebih efektif dan efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 

standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 

penanggulangan bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
penanggulangan bencana, dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait advokasi kebijakan bidang 

penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

advokasi kebijakan 
bidang 

penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 

bidang penanggulangan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen advokasi kebijakan 

penanggulangan bencana yang dapat 
memberikan dampak positif di tingkat 

nasional. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam advokasi 
kebijakan bidang penanggulangan 

bencana. 

 
3. Manajemen Bencana 

 

Nama Kompetensi : Manajemen Bencana 

Kode Kompetensi : PB.03 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, dan merumuskan 
pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana, 

memonitor dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik 
pelaksanaan penanggulangan bencana, serta 

mengembangkan teori, konsep, teknik metode 
penanggulangan bencana yang meliputi sistem dan 
strategi, sumber daya logistik dan peralatan, anggaran, 

peraturan, NSPK, sumber daya manusia, secara 
terpadu. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata cara, 
kebijakan, dan peraturan 
pengelolaan 

penanggulangan bencana 
secara dinamis, 

berkelanjutan, dan 
terpadu melalui 

pencegahan sebelum 
terjadinya bencana, 
penanganan kedaruratan 

selama terjadinya 
bencana, dan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teori, metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur 
manajemen bencana.  

1.2 Mampu menjelaskan langkah-

langkah tahapan pelaksanaan 
manajemen bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan 

mengumpulkan data pengelolaan 
penanggulangan bencana secara 
cermat, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2 Mampu menerapkan dan 
melaksanakan berbagai 

konsep, teori, teknik, 
metode, strategi, dan tata 
cara manajemen 

penanggulangan bencana 
secara dinamis, 

berkelanjutan, dan 
terpadu melalui 

pencegahan sebelum 
terjadinya bencana, 
penanganan kedaruratan 

selama terjadinya 
bencana, dan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca 
bencana sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan data dan bahan terkait 

manajemen bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan menyajikan 

dan memanfaatkan data tentang 

manajemen bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal manajemen 
bencana kepada masyarakat dan 

stakeholder. 

3 Mampu menyelenggarakan 

bimbingan teknis 
pelaksanaan manajemen 

bencana. 

3.1 Mampu merencanakan manajemen 

bencana secara dinamis, 
berkelanjutan, dan terpadu melalui 

pencegahan sebelum terjadinya 
bencana, penanganan kedaruratan 

selama terjadinya bencana, dan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana.  

3.2 Mampu mengoordinasikan 
pelaksanaan manajemen bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan 

mengambil keputusan dalam 
pelaksanaan manajemen bencana. 

4 Mampu mengevaluasi dan 
menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria pengelolaan 

penanggulangan bencana 
secara dinamis, 

berkelanjutan, dan 
terpadu melalui 
pencegahan sebelum 

terjadinya bencana, 
penanganan kedaruratan 

selama terjadinya 
bencana, dan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

4.1 Mampu mengevaluasi dan 
memberikan rekomendasi perbaikan 

penerapan berbagai konsep dan 
metode manajemen bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman atau 
petunjuk teknis pelaksanaan strategi 

manajemen bencana. 
4.3 Mampu mendeseminasikan konsep, 

metode, strategi, dan kebijakan 

kepada pemangku kepentingan 
manajemen bencana. 

5 Mampu mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan dan menjadi 
sumber rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

pengelolaan 
penanggulangan bencana 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, 
teori, metode dan kebijakan 

manajemen bencana, meyakinkan 
stakeholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

secara dinamis, 
berkelanjutan, dan 

terpadu melalui 
pencegahan sebelum 
terjadinya bencana, 

penanganan kedaruratan 
selama terjadinya 

bencana, dan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca 

bencana.  

5.2 Mampu mengembangkan strategi, 
teknik, dan instrumen manajemen 

bencana. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan 

utama (nasional) dalam implementasi 

keijakan dan pemecahan masalah 
dalam manajemen bencana. 

 

4. Penyusunan Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Penanggulangan 
Bencana 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi 
Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.04 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik 

metode perumusan rancang bangun sistem dan 
pengembangan standar penanggulangan bencana 
terpadu, baik dari aspek legislasi, kelembagaan, 

maupun pendanaannya. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 

cara prosedur 
penyusunan kebijakan 
bidang sistem dan 

strategi 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
prosedur penyusunan kebijakan bidang 

sistem dan strategi penanggulangan 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menyusun teknis di 
bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
penyusunan kebijakan 

bidang sistem dan 
strategi 

penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk menyusun 
kebijakan bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep kebijakan 
bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas penyusunan kebijakan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

3 Mampu melaksanakan 
penyusunan kebijakan 

bidang sistem dan 
strategi 

penanggulangan 
bencana. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang sistem 

dan strategi penanggulangan bencana 
dan menentukan substansi yang akan 

diatur. 
3.2 Mampu menyosialisasikan kebijakan 

bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana kepada 
pegawai di lingkungannya dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang sistem dan 
strategi penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrument dalam 
melakukan 

penyusunan kebijakan 
bidang sistem dan 
strategi 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 

kebijakan bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana.  
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 

sistem dan strategi penanggulangan 
bencana. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan Bidang 
Sistem dan Strategi 

Penanggulangan 
Bencana dan menjadi 

sumber rujukan 
untuk implementasi 

serta pemecahan 
masalah penyusunan 
kebijakan di bidang 

sistem dan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang sistem dan 
strategi penanggulangan bencana, 

mencari kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan bidang 

sistem dan strategi penanggulangan 
bencana yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyusunan kebijakan bidang sistem dan 
strategi penanggulangan bencana. 
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5. Advokasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Sistem dan Strategi 
Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.05 

Definisi : Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan 
untuk melakukan usaha yang terencana dan 

sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan 
terjadinya perubahan secara bertahap dalam 

menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) 
kebijakan bidang sistem dan strategi penanggulangan 
bencana. Kemampuan tersebut termasuk 

mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, 
program serta kebijakan kepada stakeholder melalui 

metode-metode serta strategi yang terencana dengan 
tujuan agar stakeholder dapat memahami serta 

menerapkan kebijakan tentang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

advokasi kebijakan 
bidang sistem dan 

strategi 
penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur advokasi 

kebijakan bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 

bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data advokasi kebijakan bidang sistem 

dan strategi penanggulangan bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 
berbagai konsep, 

teori, teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

advokasi kebijakan 
bidang sistem dan 

strategi 
penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 

memanfaatkan data tentang advokasi 
kebijakan bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 

dan jelas perihal advokasi kebijakan 

bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana kepada 

masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
menyelenggarakan 

membimbing 
pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang 

sistem dan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 
pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 

sistem dan strategi penanggulangan 
bencana, melalui persuasi, sosialisasi, 
bimbingan teknis, pendampingan, 

monitoring evaluasi advokasi kebijakan 
publik. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 
menjalankan strategi atau intervensi 

melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 

stakeholder dalam menerapkan advokasi 
kebijakan bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan mengembangkan 

teknik advokasi 
kebijakan bidang 
sistem dan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

mencari kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja advokasi kebijakan 

bidang sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan advokasi kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait advokasi kebijakan. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan advokasi 
kebijakan bidang 

sistem dan strategi 
penanggulangan 
bencana yang sinergis 

dan terintegrasi yang 
berdampak nasional. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen advokasi kebijakan bidang 
sistem dan strategi penanggulangan 
bencana yang dapat memberikan dampak 

positif di tingkat nasional. 
5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 

dalam pemecahan masalah advokasi 
kebijakan bidang sistem dan strategi 

penanggulangan bencana di tingkat 
nasional. 

 
6. Pengelolaan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Sistem dan Strategi Penanggulangan 
Bencana 

Kode Kompetensi : PB.06 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah menganalisis, merumuskan, memonitor dan 

mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik 
penerapan sistem dan strategi penanggulangan 

bencana serta mengembangkan teori, konsep, teknik 
metode pengelolaan sistem dan strategi 
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penanggulangan bencana melalui pengurangan risiko 
dan tata kelola penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

pengelolaan sistem 
dan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
pengelolaan sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem 
dan strategi penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk pengelolaan sistem 
dan strategi penanggulangan bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
pengelolaan sistem 

dan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk pengelolaan 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana. 
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep pengelolaan 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas pengelolaan sistem dan 
strategi penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, 
memantau, dan 

menyusun laporan 
pengelolaan sistem 
dan strategi 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pengelolaan 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana, melalui pengelolaan rancang 
bangun sistem dan pengembangan 

standar penanggulangan bencana 
terpadu, baik dari aspek legislasi, 

kelembagaan, maupun pendanaannya. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

pengelolaan sistem dan strategi 

penanggulangan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

pengelolaan sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

4 Mampu menyusun 
norma, standar, 

prosedur, dan kriteria 
pengelolaan sistem 

dan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu mengevaluasi dan memberikan 
rekomendasi perbaikan penerapan 

berbagai konsep dan metode pengelolaan 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman atau 

petunjuk teknis pelaksanaan strategi 
pengelolaan sistem dan strategi 
penanggulangan bencana. 

4.3 Mampu mendeseminasikan konsep, 
metode, strategi, dan kebijakan kepada 

pemangku kepentingan pengelolaan 
sistem dan strategi penanggulangan 

bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan pengelolaan 
sistem dan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan pengelolaan sistem 

dan strategi penanggulangan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen pengelolaan sistem dan 

strategi penanggulangan bencana. 
5.3 Mampu menjadi rujukan pengelolaan 

sistem dan strategi penanggulangan 
bencana di tingkat nasional. 

 
7. Penyusunan Rencana dan Dukungan Teknis Pemetaan dan Evaluasi Risiko 

Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyusunan Rencana dan Dukungan Teknis Pemetaan 

dan Evaluasi Risiko Bencana 

Kode Kompetensi : PB.07 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan, memonitor 
dan mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik 

penerapan rencana dan dukungan teknis pemetaan 
dan evaluasi risiko bencana, serta mengembangkan 

teori, konsep, teknik metode penyusunan rencana dan 
dukungan teknis pemetaan dan evaluasi risiko 

bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
konsep dasar 

penyusunan rencana 
kerja dan anggaran. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
mengenai penyusunan rencana dan 

dukungan teknis pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

1.2 Mampu memahami mengenai peraturan, 
prosedur dan mekanisme yang 

berhubungan dengan penyusunan 
rencana dan dukungan teknis pemetaan 
dan evaluasi risiko bencana. 

1.3 Mampu melaksanakan pengumpulan 
data kualitatif maupun kuantitatif yang 

dibutuhkan dan menyiapkan materi-
materi yang diperlukan untuk 

melaksanakan penyusunan program dan 
anggaran. 

2 Mampu melaksanakan 
pengumpulan data 

dan informasi sebagai 
bahan penyusunan 

rencana dan 
dukungan teknis 
pemetaan dan evaluasi 

risiko bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah 
identifikasi, pengumpulan data, dan 

pengolahan data penyusunan rencana 
dan dukungan teknis pemetaan dan 

evaluasi risiko bencana. 
2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan 

memanfaatkan hasil untuk 

melaksanakan penyusunan konsep 
rencana dan dukungan teknis pemetaan 

dan evaluasi risiko bencana. 
2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan 

kegiatan penyusunan konsep rencana 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

dan dukungan teknis pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, 
memantau, dan 

menyusun rencana 
dan dukungan teknis 
pemetaan dan evaluasi 

risiko bencana. 

3.1 Mampu melakukan perencanaan dan 
pelaksanaan penyusunan rencana dan 

dukungan teknis pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

3.2 Mampu melakukan evaluasi dari hasil 
penyusunan rencana dan dukungan 

teknis pemetaan dan evaluasi risiko 
bencana, untuk menyimpulkan apakah 
kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit 

kerjanya sudah berjalan efektif dan 
efisien. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional dan mengambil keputusan 

secara tepat dalam penyusunan rencana 
dan dukungan teknis pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrument 

penyusunan rencana 
dan dukungan teknis 
pemetaan dan evaluasi 

risiko bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam penyusunan 

rencana dan dukungan teknis pemetaan 
dan evaluasi risiko bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

penyusunan rencana dan dukungan 
teknis pemetaan dan evaluasi risiko 

bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terkait 

penyusunan rencana dan dukungan 
teknis pemetaan dan evaluasi risiko 

bencana dan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 

stakeholder terkait penyusunan rencana 
dan dukungan teknis pemetaan dan 

evaluasi risiko bencana. 

5 Mampu membuat 

kebijakan terintegrasi 
terkait penyusunan 

rencana dan 
dukungan teknis 

pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

5.1 Mampu memberikan arahan terkait 

penyusunan rencana dan dukungan 
teknis pemetaan dan evaluasi risiko 

bencana. 
5.2 Mampu membuat kebijakan atas hal-hal 

yang berhubungan dengan penyusunan 
rencana dan dukungan teknis pemetaan 
dan evaluasi risiko bencana. 

5.3 Mampu membuat kebijakan yang saling 
memberikan dampak terhadap tugas 

pokok dan fungsi penyusunan rencana 
dan dukungan teknis pemetaan dan 

evaluasi risiko bencana agar lebih efektif 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

dan efisien dengan memperhatikan 
rekomendasi yang ada. 

 
8. Analisis Potensi Kebencanaan, Ancaman, Kerentanan, Risiko, dan 

Kapasitas 
 

Nama Kompetensi : Analisis Potensi Kebencanaan, Ancaman, Kerentanan, 

Risiko, dan Kapasitas 

Kode Kompetensi : PB.08 

Definisi : Kemampuan untuk memahami tahapan dan konsep 
dasar, menyiapkan data sebagai bahan analisis, 
menganalisis data dan menyusun analisis, 

membandingkan dan mengkaji ulang, mengevaluasi, 
serta menyempurnakan analisis, mengembangkan, 

menyusun rekomendasi, dan menjadi sumber rujukan 
utama dalam merumuskan analisis potensi 

kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan 
kapasitas. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

tahapan dan konsep 
dasar analisis potensi 

kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, 
risiko, dan kapasitas. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, peraturan, dan 
mekanisme tata cara prosedur analisis 

potensi kebencanaan, ancaman, 
kerentanan, risiko, dan kapasitas. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

dalam tahapan pelaksanaan analisis 
potensi kebencanaan, ancaman, 

kerentanan, risiko, dan kapasitas. 
1.3 Mampu mengumpulkan data dan 

informasi mengenai analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 

risiko, dan kapasitas. 

2 Mampu menyiapkan 

dan mengolah data 
sebagai bahan analisis 

potensi kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, 

risiko, dan kapasitas. 

2.1 Mampu melaksanakan langkah - langkah 

identifikasi, pengumpulan data, dan 
pengolahan data pada proses analisis 

potensi kebencanaan, ancaman, 
kerentanan, risiko, dan kapasitas. 

2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
memanfaatkan hasil analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 

risiko, dan kapasitas. 
2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan 

kegiatan di bidang analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 

risiko, dan kapasitas. 

3 Mampu menganalisis 
data dan menyusun 
analisis potensi 

kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, 

risiko, dan kapasitas. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 
instrumen identifikasi, pengumpulan 
data, pengolahan data, dan penyajian 

data/hasil, atau menyusun peta jalan 
pelaksanaan/pemanfaatan analisis 

potensi kebencanaan, ancaman, 
kerentanan, risiko, dan kapasitas. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), 
memberikan bimbingan, coaching atau 

mentoring dalam pelaksanaan analisis 
potensi kebencanaan, ancaman, 

kerentanan, risiko, dan kapasitas kepada 
pegawai di lingkungannya. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional dan mengambil keputusan 
secara tepat dalam pelaksanaan analisis 

potensi kebencanaan, ancaman, 
kerentanan, risiko, dan kapasitas. 

4 Mampu mengevaluasi 
serta 

menyempurnakan 
konsep analisis 

potensi kebencanaan, 
ancaman, kerentanan, 

risiko dan kapasitas. 

4.1 Mampu mengevaluasi dan memberikan 
rekomendasi perbaikan berbagai teknik, 

metode, dan strategi pengembangan 
sistematika analisis potensi 

kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko dan kapasitas. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dapat 
dijadikan norma standar, prosedur, dan 

instrumen pelaksanaan analisis potensi 
kebencanaan, ancaman, kerentanan, 

risiko dan kapasitas. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan analisis potensi 

kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko dan kapasitas, dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 

lain atau stakeholder terkait analisis 
potensi kebencanaan, ancaman, 

kerentanan, risiko dan kapasitas. 

5 Mampu 
mengembangkan, 

menyusun 
rekomendasi analisis 
urgensi, serta menjadi 

sumber rujukan 
utama dalam 

merumuskan analisis 
potensi kebencanaan, 

ancaman, kerentanan, 
risiko, dan kapasitas. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan analisis potensi 

kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko, dan kapasitas serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 

kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan analisis potensi kebencanaan, 

ancaman, kerentanan, risiko, dan 
kapasitas, meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
melakukan analisis potensi 

kebencanaan, ancaman, kerentanan, 
risiko, dan kapasitas. 
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9. Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana 

 

Nama Kompetensi : Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana 

Kode Kompetensi : PB.09 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah menganalisis, merumuskan, memonitor dan 
mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik 

pelaksanaan pemetaaan dan evaluasi risiko bencana, 
serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode 

pemetaan tingkat risiko, parameter ancaman, 
kerentanan, dan kapasitas yang ada di suatu wilayah 
rawan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

dan peraturan 
pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

pemetaan dan evaluasi risiko bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, 
teori, teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
pemetaan dan 

evaluasi risiko 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk pemetaan dan evaluasi risiko 

bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
mengendalikan, 

memantau, dan 
menyusun laporan 

pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana, melalui 

identifikasi, analisis, dan evaluasi tingkat 
risiko, parameter ancaman, kerentanan, 

serta kapasitas yang ada di suatu wilayah 
rawan bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
pemetaan dan evaluasi risiko bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan pemetaan 

dan evaluasi risiko bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan memberikan 

rekomendasi 
pemetaan dan 
evaluasi risiko 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja pemetaan dan 

dan evaluasi risiko bencana yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, dan instrumen 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

pelaksanaan pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pemetaan dan evaluasi risiko bencana 

dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait pemetaan dan evaluasi risiko 
bencana. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 
kebijakan pemetaan 

dan evaluasi risiko 
bencana. 

5.1. Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana. 

5.2. Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen pemetaan dan evaluasi 
risiko bencana. 

5.3. Mampu menjadi rujukan pemetaan dan 
evaluasi risiko bencana di tingkat 

nasional. 

 
10. Penyusunan Sistem Penanggulangan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyusunan Sistem Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.10 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 
mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode terkait 

penyusunan sistem penanggulangan bencana yang 
terpadu. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
konsep dasar 

penyusunan sistem 
penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
mengenai penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu memahami mengenai peraturan, 

prosedur dan mekanisme yang 

berhubungan dengan penyusunan sistem 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu melaksanakan pengumpulan 
data kualitatif maupun kuantitatif yang 

dibutuhkan dan menyiapkan materi-
materi yang diperlukan untuk 
melaksanakan penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 

2 Mampu menyiapkan 
dan mengolah data 

sebagai bahan 
penyusunan sistem 
penanggulangan 

bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah 
identifikasi, pengumpulan data, dan 

pengolahan data pada proses 
penyusunan sistem penanggulangan 
bencana. 

2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan 
memanfaatkan hasil sebagai bahan 

penyusunan sistem penanggulangan 
bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan 
kegiatan penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

mengendalikan, 
memantau, dan 

menyusun laporan 
penyusunan sistem 
penanggulangan 

bencana. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 

instrumen identifikasi, pengumpulan 
data, pengolahan data, dan penyajian 

data/hasil, atau menyusun peta jalan 
pelaksanaan penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 
3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), 

memberikan bimbingan, coaching, atau 

mentoring dalam pelaksanaan 
penyusunan sistem penanggulangan 

bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional dan mengambil keputusan 
secara tepat dalam penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrumen 

penyusunan sistem 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja, 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan, melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam penyusunan 

sistem penanggulangan bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, dan instrumen 
dalam penyusunan sistem 

penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terkait 
penyusunan rencana dan dukungan 

teknis sistem penanggulangan bencana 
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyusunan sistem 
penanggulangan bencana. 

5 Mampu membuat 

kebijakan terintegrasi 
terkait penyusunan 

sistem 
penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mampu memberikan arahan terkait 

penyusunan sistem penanggulangan 
bencana. 

5.2 Mampu membuat kebijakan atas hal-hal 
yang berhubungan dengan penyusunan 
sistem penanggulangan bencana. 

5.3 Mampu membuat kebijakan yang saling 
memberikan dampak terhadap tugas 

pokok dan fungsi penyusunan sistem 
penanggulangan bencana agar lebih 

efektif dan efisien dengan memperhatikan 
rekomendasi yang ada. 
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11. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.11 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, memonitor dan mengevaluasi, 
mengidentifikasi umpan balik serta mengembangkan 

sistem penanggulangan bencana yang ada di instansi 
pemerintah secara holistik dan integratif.  

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

pengembangan sistem 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan Pengembangan Sistem 

Penanggulangan Bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan Pengembangan 
Sistem Penanggulangan Bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 
data Pengembangan Sistem 

Penanggulangan Bencana secara cermat, 
akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pelaksanaan 
pengembangan sistem 

penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan pengembangan sistem 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
pengembangan sistem penanggulangan 

bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal pengembangan 
sistem penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
pelaksanaan 

pengembangan sistem 
penanggulangan 

bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
pengembangan sistem penanggulangan 

bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

pengembangan sistem penanggulangan 
bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

pengembangan sistem penanggulangan 
bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
pengembangan sistem 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan pengembangan sistem 

penanggulangan bencana yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan pengembangan sistem 

penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

pengembangan sistem penanggulangan 
bencana dan memberikan bimbingan dan 

fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait pengembangan sistem 

penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
pengembangan sistem 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan pengembangan 
sistem penanggulangan bencana serta 

pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan pengembangan sistem 
penanggulangan bencana, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
pengembangan sistem penanggulangan 

bencana. 

 

12. Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.12 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 
mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik 
penerapan pengembangan strategi penanggulangan 

bencana, serta mengembangkan teori, konsep, teknik 
metode tata cara pengembangan strategi 

penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
konsep dasar, teknik, 

metode, peraturan dan 
mekanisme, dan tata 

cara pengembangan 
strategi 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, peraturan, dan 

mekanisme tata pengembangan strategi 
penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
dalam tahapan pelaksanaan 

pengembangan strategi penanggulangan 
bencana. 

1.3 Mampu mengumpulkan data dan 

informasi mengenai pengembangan 
strategi penanggulangan bencana. 

2 Mampu menyiapkan 

dan mengolah data 

2.1 Mampu melaksanakan langkah-langkah 

identifikasi, pengumpulan data, dan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

sebagai bahan 
pengembangan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

pengolahan data pada proses 
pengembangan strategi penanggulangan 

bencana. 
2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan 

memanfaatkan hasil penyusunan bahan 

pengembangan strategi penanggulangan 
bencana. 

2.3 Mampu membuat konsep pelaksanaan 
kegiatan pengembangan strategi 

penanggulangan bencana. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

mengendalikan, 
memantau, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 
pengembangan strategi 

penanggulangan 
bencana. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 

instrumen identifikasi, pengumpulan 
data, pengolahan data, dan penyajian 

data/hasil, atau menyusun peta jalan 
pelaksanaan/pemanfaatan 

pengembangan strategi penanggulangan 
bencana. 

3.2 Mampu menyosialisasikan (substansi), 

memberikan bimbingan, coaching, atau 
mentoring dalam pelaksanaan 

pengembangan strategi penanggulangan 
bencana kepada pegawai di 

lingkungannya. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional dan mengambil keputusan 
secara tepat dalam pelaksanaan 
pengembangan strategi penanggulangan 

bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen pelaksanaan 
pengembangan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu mengevaluasi menilai kelebihan 
dan kekurangan dan mengembangkan 

teknik, metode, cara kerja pelaksanaan 
pengembangan strategi penanggulangan 

bencana yang lebih efektif dan efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, dan cara kerja yang dapat 

dijadikan norma standar, prosedur, dan 
instrumen pelaksanaan pengembangan 

strategi penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan stakeholders 

pelaksanaan pengembangan strategi 
penanggulangan bencana sehingga 
memperoleh dukungan, dan memberikan 

bimbingan maupun fasilitasi kepada 
instansi lain atau stakeholder terkait 

pelaksanaan pengembangan strategi 
penanggulangan bencana. 

5 Kemampuan 

mengumpulkan/mengi
dentifikasi, mengolah, 
menganalisis, 

merumuskan, dan 
mengembangkan teori, 

konsep dan metode 
pelaksanaan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan pelaksanaan 
pengembangan strategi penanggulangan 
bencana serta pelaksanaannya dalam hal 

menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan pelaksanaan pengembangan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

pengembangan strategi 
penanggulangan 

bencana. 

strategi penanggulangan bencana, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

pelaksanaan pengembangan strategi 
penanggulangan bencana. 

 

13. Penyusunan Kebijakan Bidang Pencegahan 
 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Pencegahan 

Kode Kompetensi : PB.13 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 
mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 

publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan bidang pencegahan 

bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 
cara penyusunan 

kebijakan bidang 
pencegahan bencana 

melalui pemetaan dan 
evaluasi risiko 

bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
penyusunan kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang pencegahan bencana. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menyusun teknis di 
bidang pencegahan bencana. 

2 Mampu melaksanakan 
penyusunan kebijakan 

bidang pencegahan 
bencana sesuai 

pedoman kerja atau 
petunjuk teknis. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang pencegahan bencana. 
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep kebijakan 
bidang pencegahan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyusunan kebijakan 

bidang pencegahan bencana. 

3 Mampu 
menyelenggarakan, 

membimbing 
pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 

bidang pencegahan 
bencana. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang 

pencegahan bencana dan menentukan 
substansi yang akan diatur. 

3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 

bidang pencegahan bencana kepada 
pegawai di lingkungannya dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

pencegahan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrument dalam 

melakukan 
penyusunan kebijakan 
bidang pencegahan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan bidang pencegahan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang pencegahan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan bidang 

pencegahan bencana 
yang terpadu. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

pencegahan bencana, mencari kelebihan 
dan kekurangan dan memberikan 

rekomendasi perbaikan. 
5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 

kebijakan meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan bidang 

pencegahan bencana yang 
dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyusunan kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

 

14. Advokasi Kebijakan Bidang Pencegahan 
 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Pencegahan 

Kode Kompetensi : PB.14 

Definisi : Kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan 
untuk melakukan usaha yang terencana dan 

sistematis untuk mempengaruhi dan mengupayakan 
terjadinya perubahan secara bertahap dalam 

menerapkan (mengadopsi dan mengimplementasi) 
kebijakan pencegahan bencana. Kemampuan tersebut 

termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, 
proses, data, program serta kebijakan kepada 
stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang 

terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat 
memahami serta menerapkan kebijakan tentang 

pencegahan bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

advokasi kebijakan 
bidang teknis bidang 

pencegahan bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur advokasi 
kebijakan kebijakan bidang pencegahan 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 

bidang pencegahan bencana. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data advokasi kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
advokasi kebijakan 

bidang pencegahan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang pencegahan bencana. 

2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 
memanfaatkan data tentang advokasi 
kebijakan bidang pencegahan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal advokasi kebijakan 

bidang pencegahan bencana kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu melaksanakan 

dan membimbing 
pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang 

pencegahan bencana. 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
pencegahan bencana, melalui persuasi, 
sosialisasi, bimbingan teknis, 

pendampingan, monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan bidang pencegahan 

bencana. 
3.2 Mampu mengembangkan serta 

menjalankan strategi atau intervensi 
melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 
teknis, pendampingan dalam mengatasi 

hambatan sistemik dan resistensi 
stakeholder dalam menerapkan advokasi 

kebijakan bidang pencegahan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang pencegahan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan mengembangkan 

teknik advokasi 
kebijakan bidang 

pencegahan bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

mencari kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja advokasi kebijakan 
bidang pencegahan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait advokasi kebijakan bidang 
pencegahan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan advokasi 

kebijakan bidang 
pencegahan bencana 

yang sinergis dan 
terintegrasi yang 
berdampak nasional. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan advokasi kebijakan bidang 

pencegahan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen advokasi kebijakan 
bidang pencegahan bencana yang dapat 

memberikan dampak positif di tingkat 
nasional. 

5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 

utama dalam pemecahan masalah 
advokasi kebijakan bidang pencegahan 

bencana di tingkat nasional. 

 
15. Penyelenggaraan Pencegahan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pencegahan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.15 

Definisi : Kemampuan melakukan tindakan yang cepat dan tepat 

dalam menghadapi kejadian bencana melalui 
penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan 

kedaruratan bencana; pengorganisasian, pemasangan, 
dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan dan 
penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan 

dasar; pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan 
gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan 

lokasi evakuasi; penyusunan data akurat, informasi, 
pemutakhiran dan pengembangan prosedur tetap 

tanggap darurat bencana; dan penyediaan dan 
penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk 
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

penyelenggaraan 
pencegahan bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

penyelenggaraan pencegahan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

pencegahan bencana. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
pencegahan bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, 
teori, teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 

pencegahan bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
pencegahan bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep 

penyelenggaraan pencegahan bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyelenggaraan 

pencegahan bencana di tingkat nasional. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

mengendalikan, 
memantau, dan 

menyusun laporan 
pencegahan bencana 
sesuai pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 

pencegahan bencana, melalui 
penyusunan dan pengembangan strategi 

penanggulangan bencana, pengurangan 
risiko, dan tata kelola penanggulangan 

bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyelenggaraan pencegahan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pencegahan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan memberikan 
rekomendasi 
penyelenggaraan 

pencegahan bencana. 

4.1 Mampu menganalisis dan memberikan 

rekomendasi perbaikan berbagai konsep, 
metode, dan strategi perencanaan 
penyelenggaraan pencegahan bencana. 

4.2 Mampu menganalisis dan memberikan 
rekomendasi perbaikan berbagai konsep, 

metode, dan strategi pelaksanaan 
penyelenggaraan pencegahan bencana. 

4.3 Mampu menganalisis dan memberikan 
rekomendasi perbaikan berbagai konsep, 
metode, dan strategi evaluasi 

penyelenggaraan pencegahan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan 

penyalenggaraan 
pencegahan bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan penyelenggaraan 

pencegahan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen penyelenggaraan 
pencegahan bencana. 

5.3 Mampu menjadi rujukan 

penyelenggaraan pencegahan bencana di 
tingkat nasional. 

 

16. Mitigasi Bencana 
 

Nama Kompetensi : Mitigasi Bencana 

Kode Kompetensi : PB.16 

Definisi : Kemampuan memahami konsep, penerapan, 
mengidentifikasi, memetakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi risiko, ancaman, kerentanan, kapasitas 
serta mengembangkan upaya pengurangan risiko 

bencana baik melalui pembangunan fisik (struktural) 
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
masyarakat (non struktural). 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

mitigasi bencana. 
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dan peraturan mitigasi 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
dan tahapan pelaksanaan mitigasi 

bencana. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan mitigasi 

bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

mitigasi bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk mitigasi 

bencana.  
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk bahan pelaksanaan mitigasi 
bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas terkait pelaksanaan 

mitigasi bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan mitigasi 

bencana sesuai 
pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan atau merancang 
draft mitigasi bencana dan menentukan 
desain substansi. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
mitigasi bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan mitigasi 
bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrumen dalam 

melakukan mitigasi 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja pelaksanaan 
mitigasi bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma, standar, prosedur, dan instrumen 

pelaksanaan mitigasi bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait mitigasi bencana. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan mitigasi 
bencana, melalui 

pengurangan risiko 
dan penyadaran serta 
peningkatan 

kemampuan 
masyarakat dalam 

menghadapi ancaman 
bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan mitigasi bencana 
untuk mengurangi risiko bencana dan 

penyadaran serta peningkatan 
kemampuan masyarakat dalam 

menghadapi ancaman bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen mitigasi bencana. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
pelaksanaan mitigasi bencana di tingkat 

nasional. 
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17. Perencanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Perencanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.17 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 
evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 

mengembangan teori, konsep, teknik metode 
Perencanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan 
bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

konsep dasar 
penyusunan rencana 

kerja dan anggaran. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar 

mengenai penyusunan rencana 
penanggulangan kedaruratan bencana. 

1.2 Mampu memahami mengenai peraturan, 
prosedur dan mekanisme yang 

berhubungan dengan penyusunan 
rencana penanggulangan kedaruratan 
bencana. 

1.3 Mampu melaksanakan pengumpulan 
data kualitatif maupun kuantitatif yang 

dibutuhkan dan menyiapkan materi-
materi yang diperlukan untuk 

melaksanakan penyusunan program dan 
anggaran. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, 
teori, teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
perencanaan 

penanggulangan 
kedaruratan bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk perencanaan 

penanggulangan kedaruratan bencana 
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk perencanaan penanggulangan 

kedaruratan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas tentang perencanaan 

penanggulangan kedaruratan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan dan 

menyusun laporan 
perencanaan 

penanggulangan 
kedaruratan bencana 

sesuai pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan atau merancang 
draft perencanaan penanggulangan 

kedaruratan bencana dan menentukan 
desain substansi. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

perencanaan penanggulangan 
kedaruratan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam perencanaan 
penanggulangan kedaruratan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen 
perencanaan 

penanggulangan 
kedaruratan bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam perencanaan 
penanggulangan kedaruratan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

standar, prosedur, dan instrumen dalam 
perencanaan penanggulangan 

kedaruratan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terkait 

penyusunan rencana penanggulangan 
kedaruratan bencana dan memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait perencanaan 

penanggulangan kedaruratan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan 
perencanaan 

penanggulangan 
kedaruratan bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan perencanaan 
penanggulangan kedaruratan bencana. 

5.2 Mampu membuat kebijakan yang saling 
memberikan dampak terhadap tugas 

pokok dan fungsi perencanaan 
penanggulangan kedaruratan bencana 

agar lebih efektif dan efisien dengan 
memperhatikan rekomendasi yang ada. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

dalam perencanaan penanggulangan 
kedaruratan bencana di tingkat nasional. 

 

18. Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.18 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 

evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangan teori, konsep, teknik metode 

penyusunan rencana pengembangan sistem 
peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan 
personil, langkah-langkah pencarian dan 

penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah 
yang mungkin menghadapi risiko dari bencana 

berulang untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan 
layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

penyelenggaraan 
kesiapsiagaan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan penyelenggaraan 

kesiapsiagaan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana.  

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan kesiapsiagaan 

bencana secara cermat, akurat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 



 
- 47 - 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyelenggaraan 
kesiapsiagaan 

bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 

penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 

penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

penyelenggaraan 
kesiapsiagaan 
bencana sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 
kesiapsiagaan 

bencana 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan, dan melakukan 
pengembangan atau melakukan 
perbaikan penyelenggaraan 

kesiapsiagaan bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana 

dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyelenggaraan kesiapsiagaan 
bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
penyelenggaraan 

kesiapsiagaan 
bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis teori, konsep, dan 

kebijakan penyelenggaraan 
kesiapsiagaan bencana serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 

kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan penyelenggaraan 

kesiapsiagaan bencana serta meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana. 

 
19. Penyelenggaraan Integrasi Sistem Peringatan Dini  

 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Koordinasi Pengintegrasian Sistem 

Peringatan Dini K/L dan Daerah 

Kode Kompetensi : PB.19 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 

evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode 
penyelenggaraan integrasi sistem peringatan dini K/L 

dan daerah. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 
penyelenggaraan 

integrasi sistem 
peringatan dini K/L 

dan Daerah. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 

konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan penyelenggaraan integrasi 

sistem peringatan Dini K/L dan Daerah. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

integrasi sistem peringatan Dini K/L dan 
Daerah. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 

data penyelenggaraan integrasi sistem 
peringatan dini K/L dan Daerah secara 
cermat, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 
integrasi sistem 

peringatan dini K/L 
dan Daerah. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 

penyelenggaraan integrasi sistem 
peringatan dini K/L dan Daerah 

2.2 Mampu melaksanakan analisis, 
menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan integrasi sistem 

peringatan dini K/L dan Daerah 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

integrasi sistem peringatan dini K/L dan 
Daerah 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
penyelenggaraan 

integrasi sistem 
peringatan dini K/L 

dan Daerah sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 
integrasi sistem peringatan dini K/L dan 

Daerah. 
3.2 Mampu mengoordinasikan 

penyelenggaraan integrasi sistem 
peringatan dini K/L dan Daerah. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 

integrasi sistem peringatan dini K/L dan 
Daerah. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 

integrasi sistem 
peringatan dini K/L 

dan Daerah. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan penyelenggaraan 

integrasi sistem peringatan dini K/L dan 
Daerah yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, dan instrumen 

pelaksanaan penyelenggaraan integrasi 
sistem peringatan dini K/L dan Daerah. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

Penyelenggaraan Integrasi Sistem 
Peringatan Dini K/L dan Daerah dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyelenggaraan integrasi sistem 

peringatan dini K/L dan Daerah. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
penyelenggaraan 

integrasi sistem 
peringatan dini K/L 
dan Daerah. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan penyelenggaraan 

integrasi sistem peringatan dini K/L dan 
Daerah serta pelaksanaannya dalam hal 
menemukan kelebihan dan kekurangan 

serta rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan penyelenggaraan integrasi 
sistem peringatan dini K/L dan Daerah, 

meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyelenggaraan integrasi sistem 

peringatan dini K/L dan Daerah. 
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20. Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini 

 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini 

Kode Kompetensi : PB.20 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 
evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 

mengembangkan teori, konsep, teknik metode dalam 
mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka 

mengurangi risiko terkena bencana serta 
mempersiapkan tindakan tanggap darurat melalui 
pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan 

gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak 
yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang 

peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh 
masyarakat. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

penyelenggaraan 
sistem peringatan dini 

bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

penyelenggaraan sistem peringatan dini 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

sistem peringatan dini bencana. 
1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 

terkait penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 

sistem peringatan dini 
bencana. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 

dalam penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana. 

2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 
dan tahapan penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

sistem peringatan dini bencana kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

Penyelenggaraan 
Sistem Peringatan Dini 

Bencana sesuai 
pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan dan 

melaksanakan penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan dan 

mensosialisasikan konsep 
penyelenggaraan sistem peringatan dini 

bencana dan memberikan bimbingan, 
coaching atau mentoring kepada pegawai 

di lingkungannya dalam penyelenggaraan 
sistem peringatan dini bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 

sistem peringatan dini bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

perangkat norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 
sistem peringatan dini 

bencana. 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam penyelenggaraan 
sistem peringatan dini. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, instrumen 

dalam penyelenggaraan sistem 
peringatan dini. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 
penyelenggaraan peringatan dini bencana 

dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyelenggaraan sistem 
peringatan dini. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 
kebijakan 

penyelenggaraan 
sistem peringatan dini 

bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan penyelenggaraan 
sistem peringatan dini bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana, meyakinkan 

stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Mampu menjadi rujukan utama 

(nasional) penyelenggaraan sistem 
peringatan dini bencana. 

 
21. Penyusunan Kebijakan Bidang Penanganan Darurat Bencana 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Penanganan Darurat 
 

Kode Kompetensi : PB.21 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 
membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 

dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 
mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 

publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan bidang penanganan 

darurat bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode 

dan mekanisme tata 
cara penyusunan 

kebijakan bidang 
penanganan darurat 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

penyusunan kebijakan bidang 
penanganan darurat bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
tahapan pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang penanganan darurat 

bencana. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menyusun teknis di 
bidang penanganan darurat bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyusunan kebijakan 
bidang penanganan 

darurat bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang penanganan darurat 
bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep kebijakan 

bidang penanganan darurat bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas penyusunan kebijakan 
bidang penanganan darurat bencana. 

3 Mampu 
menyelenggarakan, 

membimbing 
pelaksanaan 

penyusunan kebijakan 
bidang penanganan 
darurat bencana. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang 

penanganan darurat bencana dan 
menentukan substansi yang akan diatur. 

3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 
bidang penanganan darurat bencana 
kepada pegawai di lingkungannya dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang 
penanganan darurat bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrument dalam 
melakukan 

penyusunan kebijakan 
bidang penanganan 
darurat bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 

kebijakan bidang penanganan darurat 
bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang penanganan darurat bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyusunan kebijakan bidang 
penanganan darurat bencana. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan Bidang 

Penanganan Darurat 
Bencana  

5.1 Mengidentifikasi dan menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan Bidang 

Penanganan darurat bencana, mencari 
kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan Bidang 

Penanganan darurat bencana yang 
dikembangkan. 
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5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyusunan kebijakan Bidang 
Penanganan darurat bencana. 

 

22. Advokasi Kebijakan Bidang Penanganan Darurat Bencana 
 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Penanganan Darurat 

Bencana 

Kode Kompetensi : PB.22 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis dan merumuskan usaha 
yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi 

dan mengupayakan terjadinya perubahan secara 
bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan 

mengimplementasi) kebijakan Penanganan darurat 
bencana. Kemampuan tersebut termasuk 
mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, 

program serta kebijakan kepada stakeholder melalui 
metode-metode serta strategi yang terencana dengan 

tujuan agar stakeholder dapat memahami serta 
menerapkan kebijakan tentang Penanganan darurat 

bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

dan peraturan 
advokasi kebijakan 

bidang teknis bidang 
penanganan darurat 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur Advokasi 
Kebijakan kebijakan bidang penanganan 

darurat bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 
bidang penanganan darurat bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data advokasi kebijakan bidang 

penanganan darurat bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

advokasi kebijakan 
bidang penanganan 

darurat bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 

bidang penanganan darurat bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 

memanfaatkan data tentang advokasi 

kebijakan bidang penanganan darurat 
bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal advokasi kebijakan 

bidang penanganan darurat bencana 
kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
menyelenggarakan 

membimbing 
pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 
pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 

penanganan darurat bencana, melalui 
persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

penanganan darurat 
bencana. 

pendampingan, monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan publik. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 
menjalankan strategi atau intervensi 
melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 

teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 

stakeholder dalam menerapkan advokasi 
kebijakan bidang penanganan darurat 

bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang penanganan darurat 

bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan mengembangkan 

teknik advokasi 
kebijakan bidang 
penanganan darurat 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

mencari kelebihan dan kekurangan, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja advokasi kebijakan 

bidang penanganan darurat bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
penanganan darurat bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait advokasi kebijakan. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan advokasi 
kebijakan bidang 

penanganan darurat 
bencana yang sinergis 

dan terintegrasi yang 
berdampak nasional. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang penanganan darurat bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 
dan instrumen advokasi kebijakan 

bidang penanganan darurat bencana 
yang dapat memberikan dampak positif di 

tingkat nasional. 
5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 

dalam pemecahan masalah advokasi 

kebijakan bidang penanganan darurat 
bencana di tingkat nasional. 

 

23. Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana 

Kode Kompetensi : PB.23 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor 

dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode dalam 

penyelenggaraan penanganan darurat bencana, 
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meliputi dukungan akses pada pengerahan sumber 
daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai, 

karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, 
pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau 
barang, penyelamatan; serta komando untuk 

memerintahkan sektor/lembaga.  

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 
penyelenggaraan 

penanganan darurat 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

penyelenggaraan penanganan darurat 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan penyelenggaraan penanganan 
darurat bencana. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 

terkait penyelenggaraan penanganan 
darurat bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 

penanganan darurat 
bencana. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam penyelenggaraan penanganan 

darurat bencana. 
2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 

dan tahapan penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana kepada 

masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
menyelenggarakan 

membimbing 
pelaksanaan  

atau mampu 
menyusun konsep 
penyelenggaraan 

penanganan darurat 
bencana. 

3.1 Mampu merencanakan dan 
mendesain/merancang penyelenggaraan 

penanganan darurat bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan dan 

menyosialisasikan konsep 
penyelenggaraan penanganan darurat 
bencana dan memberikan bimbingan, 

coaching, atau mentoring kepada pegawai 
di lingkungannya dalam penyelenggaraan 

penanganan darurat bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 

penanganan darurat 
bencana. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan dan melakukan 

pengembangan atau perbaikan dalam 
penyelenggaraan penanganan darurat. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 

norma standar, prosedur, dan instrumen 
dalam penyelenggaraan penanganan 
darurat. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 

penyelenggaraan penanganan darurat 
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyelenggaraan penanganan 
darurat. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan 

penyelenggaraan 
penanganan darurat 

bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 
dan instrumen penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana dan 

meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam penyelenggaraan 
penanganan darurat bencana. 

 
24. Perencanaan Dukungan Sumber Daya Darurat Bencana 

 

Nama Kompetensi : Perencanaan Dukungan Sumber Daya Darurat 

Kode Kompetensi : PB.24 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 

mengevaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik dan metode 
dalam rencana komando penyelenggaraan dukungan 

sumber daya darurat. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

dan peraturan terkait 
penyelenggaraan 

dukungan sumber 
daya darurat. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 

konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan penyelenggaraan dukungan 
sumber daya darurat. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan dukungan sumber 
daya darurat secara cermat, akurat, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 
dukungan sumber 

daya darurat. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 

penyelenggaraan dukungan sumber daya 
darurat. 

2.2 Mampu melaksanakan analisis, 
menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan dukungan sumber daya 

darurat. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyelenggaraan 
dukungan sumber 

daya darurat sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyelenggaraan dukungan sumber daya 
darurat. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 
penyelenggaraan 

dukungan sumber 
daya darurat. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan pengembangan 
atau perbaikan penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat yang 
lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 

norma, standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan penyelenggaraan dukungan 
sumber daya darurat. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

penyelenggaraan dukungan sumber daya 
darurat dan memberikan bimbingan dan 

fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 
pemecahan masalah 

penyelenggaraan 
dukungan sumber 

daya darurat. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis 

teori, konsep, dan kebijakan 
penyelenggaraan dukungan sumber daya 

darurat serta pelaksanaannya dalam hal 
menemukan kelebihan dan kekurangan 

serta rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan penyelenggaraan 

dukungan sumber daya darurat, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyelenggaraan dukungan sumber daya 
darurat. 

 

 
 

 



 
- 58 - 

25. Pengelolaan Dukungan Sumber Daya Kedaruratan 

 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Dukungan Sumber Daya Kedaruratan 

Kode Kompetensi : PB.25 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan rencana, 
pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta 

mengembangkan teori, konsep, teknik metode 
pengelolaan dukungan sumber daya kedaruratan, 

didalamnya termasuk dukungan sumber daya 
manusia; dukungan pengerahan logistik dan peralatan; 
dan pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
konsep dasar 

pelaksanaan 
pengelolaan dukungan 

sumber daya 
kedaruratan. 

1.1 Mampu memahami konsep dasar 
mengenai pelaksanaan pengelolaan 

dukungan sumber daya kedaruratan. 
1.2 Mampu memahami mengenai peraturan, 

prosedur dan mekanisme yang 
berhubungan dengan pelaksanaan 
pengelolaan dukungan sumber daya 

kedaruratan. 
1.3 Mampu melaksanakan pengumpulan 

data kualitatif maupun kuantitatif yang 
dibutuhkan dan menyiapkan materi-

materi yang diperlukan untuk 
melaksanakan pengelolaan dukungan 
sumber daya kedaruratan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pengelolaan dukungan 
sumber daya 
kedaruratan. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pengelolaan dukungan sumber daya 

kedaruratan. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
pengelolaan dukungan sumber daya 
kedaruratan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal pengelolaan 

dukungan sumber daya kedaruratan. 

3 Mampu Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pengelolaan dukungan 

sumber daya 
kedaruratan sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pengelolaan 
dukungan sumber daya kedaruratan. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

pengelolaan dukungan sumber daya 
kedaruratan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pengelolaan dukungan 
sumber daya kedaruratan. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria pengelolaan 

dukungan sumber 
daya kedaruratan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan pengelolaan dukungan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

sumber daya kedaruratan yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan pengelolaan dukungan 
sumber daya kedaruratan. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

pengelolaan dukungan sumber daya 
kedaruratan dan memberikan bimbingan 
dan fasilitasi kepada instansi lain atau 

stakeholder terkait pengelolaan 
dukungan sumber daya kedaruratan. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

pengelolaan dukungan 
sumber daya 

kedaruratan. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 

teori, konsep, kebijakan pengelolaan 
dukungan sumber daya kedaruratan 

serta pelaksanaannya dalam hal 
menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan pengelolaan dukungan 

sumber daya kedaruratan, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

pengelolaan dukungan sumber daya 
kedaruratan. 

 

26. Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Darurat 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Dukungan Infrastruktur Darurat 

Kode Kompetensi : PB.26 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor dan 

evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode 

komando penyelenggaraan dukungan infrastruktur 
darurat. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 
penyelenggaraan 

dukungan 
infrastruktur darurat. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 

konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan penyelenggaraan dukungan 

infrastruktur darurat. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

dukungan infrastruktur darurat. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan dukungan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

infrastruktur darurat secara cermat, 
akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyelenggaraan 
dukungan 
infrastruktur darurat. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
penyelenggaraan dukungan infrastruktur 

darurat. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan dukungan infrastruktur 
darurat. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

dukungan infrastruktur darurat. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyelenggaraan 

dukungan 
infrastruktur darurat 

sesuai pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 
dukungan infrastruktur darurat. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
penyelenggaraan dukungan infrastruktur 
darurat. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam penyelenggaraan 
dukungan infrastruktur darurat. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

penyelenggaraan 
dukungan 

infrastruktur darurat. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan penyelenggaraan 
dukungan infrastruktur darurat yang 

lebih efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyelenggaraan dukungan 

infrastruktur darurat. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyelenggaraan dukungan infrastruktur 
darurat dan memberikan bimbingan dan 

fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait penyelenggaraan 

dukungan infrastruktur darurat. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
penyelenggaraan 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan penyelenggaraan 

dukungan infrastruktur darurat serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan penyelenggaraan 
dukungan infrastruktur darurat, 

meyakinkan stakeholder dan shareholder 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

dukungan 
infrastruktur darurat. 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyelenggaraan dukungan infrastruktur 
darurat. 

 

27. Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Korban dan 
Pengungsi 

Kode Kompetensi : PB.27 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor 
dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 

mengembangkan teori, konsep, teknik metode 
penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan 

penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena 
bencana melalui pendataan, penempatan pada lokasi 

yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 
teknik, metode, tata 

cara, kebijakan, dan 
peraturan 

penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan 

korban dan pengungsi. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

penyelenggaraan fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan penyelenggaraan fasilitasi 

penanganan korban dan pengungsi. 
1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 

terkait penyelenggaraan fasilitasi 
penanganan korban dan pengungsi. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 

fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 

dalam penyelenggaraan fasilitasi 
penanganan korban dan pengungsi. 

2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 
dan tahapan penyelenggaraan fasilitasi 
penanganan korban dan pengungsi. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

fasilitasi penanganan korban dan 
pengungsi kepada masyarakat dan 

stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyelenggaraan 

3.1 Mampu merencanakan dan 
mendesain/merancang penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan korban dan 

pengungsi. 
3.2 Mampu mengoordinasikan dan 

mensosialisasikan konsep 
penyelenggaraan fasilitasi penanganan 
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fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi 

sesuai pedoman dan 
petunjuk teknis. 

korban dan pengungsi dan memberikan 
bimbingan, coaching atau mentoring 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
penyelenggaraan fasilitasi penanganan 

korban dan pengungsi. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan korban dan 

pengungsi. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan 

korban dan pengungsi. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam penyelenggaraan 

fasilitasi penanganan korban dan 
pengungsi. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

penyelenggaraan fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder 

penyelenggaraan fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi dan memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
penyelenggaraan fasilitasi penanganan 

korban dan pengungsi. 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 

penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan 
korban dan pengungsi. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan penyelenggaraan 

fasilitasi penanganan korban dan 
pengungsi. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, 
teknik, dan instrumen penyelenggaraan 
fasilitasi penanganan korban dan 

pengungsi dan meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam penyelenggaraan 

fasilitasi penanganan korban dan 
pengungsi. 

 
28. Penyelenggaraan Fasillitasi Penyelamatan dan Evakuasi 

 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Fasillitasi Penyelamatan dan 
Evakuasi 

Kode Kompetensi : PB.28 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor 

dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode 
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penyelenggaraan koordinasi fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban bencana secara cepat dan tepat.  

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan 
penyelenggaraan 

fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur 
penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan penyelenggaraan fasilitasi 
penyelamatan dan evakuasi korban. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
terkait penyelenggaraan fasilitasi 

penyelamatan dan evakuasi korban. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam penyelenggaraan fasilitasi 

penyelamatan dan evakuasi korban. 
2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 

dan tahapan penyelenggaraan fasilitasi 

penyelamatan dan evakuasi korban. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 

korban kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban 

sesuai pedoman dan 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan dan 
mendesain/merancang penyelenggaraan 

fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban. 

3.2 Mampu mengoordinasikan dan 
mensosialisasikan konsep 

penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban dan memberikan 
bimbingan, coaching atau mentoring 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 

fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen dalam 
penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 
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4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder 

penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban dan memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait 
penyelenggaraan fasilitasi penyelamatan 

dan evakuasi korban. 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 

penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan 
dan evakuasi korban. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan penyelenggaraan 

fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, 
teknik, dan instrumen penyelenggaraan 
fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 

korban dan meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam penyelenggaraan 

fasilitasi penyelamatan dan evakuasi 
korban. 

 
29. Penyelenggaraan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Korban dan Pengungsi 

 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan 
Korban dan Pengungsi 

Kode Kompetensi : PB.29 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memonitor 

dan evaluasi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode 

penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan kebutuhan 
korban dan pengungsi. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan 
penyelenggaraan 

fasilitasi pemenuhan 
kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur 
penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan 

kebutuhan korban dan pengungsi. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan penyelenggaraan fasilitasi 
pemenuhan kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 

terkait penyelenggaraan fasilitasi 
pemenuhan kebutuhan korban dan 

pengungsi. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam penyelenggaraan fasilitasi 
pemenuhan kebutuhan korban dan 

pengungsi. 
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penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan 

kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 
dan tahapan penyelenggaraan fasilitasi 

pemenuhan kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 

dan pengungsi kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

fasilitasi pemenuhan 
kebutuhan korban dan 

pengungsi sesuai 
pedoman dan petunjuk 
teknis. 

3.1 Mampu merencanakan dan 

mendesain/merancang penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 
dan pengungsi. 

3.2 Mampu mengoordinasikan dan 
mensosialisasikan konsep 

penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan 
kebutuhan korban dan pengungsi dan 

memberikan bimbingan, coaching atau 
mentoring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 
dan pengungsi. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 

dan pengungsi. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan 

kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam penyelenggaraan 

fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 
dan pengungsi. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan 
kebutuhan korban dan pengungsi. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder 

penyelenggaraan fasilitasi pemenuhan 
kebutuhan korban dan pengungsi dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyelenggaraan fasilitasi 

pemenuhan kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan menjadi 
sumber rujukan untuk 

penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 
dan pengungsi. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, 
teknik, dan instrumen penyelenggaraan 

fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 
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kebutuhan korban dan 
pengungsi. 

dan pengungsi dan meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam penyelenggaraan 
fasilitasi pemenuhan kebutuhan korban 

dan pengungsi. 

 
30. Penyusunan Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Kode Kompetensi : PB.30 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode 

dan mekanisme tata 
cara penyusunan 
kebijakan bidang 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

penyusunan kebijakan bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menyusun teknis di 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyusunan kebijakan 
bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep kebijakan 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas penyusunan kebijakan 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 

bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi sesuai 

3.1 Mampu merancang atau membuat 

sistematika draft kebijakan bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi dan 
menentukan substansi yang akan diatur. 

3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
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pedoman dan petunjuk 
teknis. 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrument dalam 

melakukan 
penyusunan kebijakan 

bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 
4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyusunan kebijakan bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan bidang 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan serta pelaksanaan 

penyusunan kebijakan Bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mencari 

kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 

kebijakan meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 
penyusunan kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 
31. Advokasi Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Kode Kompetensi : PB.31 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan usaha 

yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi 
dan mengupayakan terjadinya perubahan secara 

bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan 
mengimplementasi) kebijakan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. Kemampuan tersebut termasuk 

mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, 
program serta kebijakan kepada stakeholder melalui 

metode-metode serta strategi yang terencana dengan 
tujuan agar stakeholder dapat memahami serta 
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menerapkan kebijakan tentang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan advokasi 
kebijakan bidang 

teknis bidang 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

dan tahapan pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 

data advokasi kebijakan bidang 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
advokasi kebijakan 

bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 
memanfaatkan data tentang advokasi 

kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal advokasi kebijakan 
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi 

kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi sesuai 
pedoman dan petunjuk 

teknis. 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 
pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui 
persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

pendampingan, monitoring evaluasi 
advokasi kebijakan publik. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 

menjalankan strategi atau intervensi 
melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 

teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 

stakeholder dalam menerapkan advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan mengembangkan 
teknik advokasi 

kebijakan bidang 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 
mencari kelebihan dan kekurangan, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja advokasi kebijakan 

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 



 
- 69 - 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 
4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait advokasi kebijakan bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan advokasi 
kebijakan bidang 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang 

sinergis dan 
terintegrasi yang 

berdampak nasional. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi 

kebijakan bidang rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, 

teknik, dan instrumen advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang dapat memberikan 
dampak positif di tingkat nasional. 

5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 
dalam pemecahan masalah advokasi 
kebijakan bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi di tingkat nasional. 

 

32. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
 

Nama Kompetensi : Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana 

Kode Kompetensi : PB.32 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi inventarisasi 

kebutuhan, perencanaan pendanaan, pemantauan, 
evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi, mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode dalam 

perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan perencanaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 

bencana. 

1.1 Memahami konsep, teori, metode dan 
kebijakan perencanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan perencanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
mengenai perencanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan dalam perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana.  
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dalam perencanaan 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca 
bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana kepada masyarakat dan 

stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

perencanaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 

bencana sesuai 
pedoman dan petunjuk 

teknis. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 
instrumen perencanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

3.2 Mampu menyosialisasikan perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana dan memberikan bimbingan, 
coaching, atau mentoring kepada pegawai 

di lingkungannya dalam perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. 
3.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria perencanaan 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca 
bencana. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
menemu kenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan cara kerja perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan perencanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana dan memberikan bimbingan 

dan fasilitasi kepada instansi lain atau 
stakeholder terkait perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan rehabilitasi 

dan rekonstruksi, 
melalui perencanaan 
pemulihan dan 

peningkatan fisik, 
sosial, ekonomi, 

sumber daya alam, dan 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan dalam 

perencanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
dan kebijakan perencanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana serta 

meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori 

dan kebijakan yang dikembangkan. 
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lingkungan hidup yang 
sinergis dan 

terintegrasi yang 
berdampak nasional. 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah perencanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana. 

 

33. Perencanaan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
 

Nama Kompetensi : Perencanaan Pendanaan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana 

Kode Kompetensi : PB.33 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, dan merumuskan 
perencanaan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

meliputi inventarisasi kebutuhan, perencanaan 
pendanaan, pemantauan, evaluasi dan analisis 

pelaporan, dan mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan teori, konsep, teknik metode di 
bidang perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami Konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan 
mekanisme, tata cara 
prosedur perencanaan 

pendanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca 

bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur 
perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
atau tahapan-tahapan pelaksanaan 

dalam perencanaan pendanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. 
1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat dan stakeholder secara tepat 
terkait perencanaan pendanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

dalam perencanaan 
pendanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep perencanaan 

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal perencanaan 

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

3.1 Mampu mendesain/merancang 

instrumen perencanaan pendanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. 
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menyusun laporan 
perencanaan 

pendanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

3.2 Mampu menyosialisasikan perencanaan 
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca bencana dan memberikan 
bimbingan, coaching atau mentoring 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan perencanaan pendanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam perencanaan 

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen 
perencanaan 
pendanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemu kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam perencanaan 
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 

norma standar, prosedur, dan instrumen 
dalam perencanaan penyusunan 

rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terkait 
perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait perencanaan pendanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan menjadi 

sumber rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
dalam perencanaan 
pendanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca 
bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan dalam 

perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana.  

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan dalam perencanaan 

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca bencana, serta meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
perencanaan pendanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana. 
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34. Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 

Nama Kompetensi : Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 

Kode Kompetensi : PB.34 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan data, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan, dan mengidentifikasi 
umpan balik, serta mengembangkan teori, konsep, 

teknik metode dalam inventarisasi dan analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami Konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur inventarisasi 
dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur 
inventarisasi dan analisis kebutuhan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan dalam 

inventarisasi dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat dan stakeholder secara tepat 

terkait inventarisasi dan analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam pelaksanaan inventarisasi dan 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 
dan tahapan dalam inventarisasi dan 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal inventarisasi dan 
analisis kebutuhan rehabilitasi dan 

rekonstruksi kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

inventarisasi dan 
analisis kebutuhan 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi sesuai 
pedoman 

kerja/petunjuk teknis. 

3.1 Mampu mendesain/ merancang 

instrumen inventarisasi dan analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

3.2 Mampu mensosialisasikan pelaksanaan 

inventarisasi dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi dan 

memberikan bimbingan, coaching atau 
mentoring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam inventarisasi dan 
analisis kebutuhan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam inventarisasi dan 
analisis kebutuhan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
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4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 
instrumen 

inventarisasi dan 
analisis kebutuhan 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam inventarisasi dan 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen dalam 
perencanaan inventarisasi dan analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 

inventarisasi dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi dan 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait inventarisasi dan analisis 
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan menjadi 

sumber rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
dalam inventarisasi 
dan analisis kebutuhan 

rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan dalam 

inventarisasi dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi.  

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan dalam inventarisasi dan 

analisis kebutuhan rehabilitasi dan 
rekonstruksi, serta meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
inventarisasi dan analisis kebutuhan 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 

35. Penyelenggaraan Pemulihan dan Peningkatan Fisik 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pemulihan dan Peningkatan Fisik 

Kode Kompetensi : PB.35 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau, 

evaluasi dan analisis pelaporan, dan mengidentifikasi 
umpan balik, serta mengembangkan teori, konsep, 

teknik metode penyelenggarakan penanggulangan 
bencana tahap pasca bencana melalui pelaksanaan 

pemulihan dan peningkatan prasarana dan sarana 
publik, serta perumahan masyarakat. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

penyelenggaraan pemulihan dan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

penyelenggaraan 
pemulihan dan 

peningkatan fisik. 

peningkatan prasarana fisik pasca 
bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan prasarana fisik pasca 

bencana. 
1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
terkait penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan fisik pasca bencana. 

2 Mampu menerapkan 
konsep dasar, teknik, 
metode, tata cara, 

kebijakan, dan 
peraturan 

penyelenggaraan 
pemulihan dan 

peningkatan fisik. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan prasarana fisik pasca 

bencana. 
2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 

dan tahapan penyelenggaraan pemulihan 
dan peningkatan prasarana fisik pasca 

bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

pemulihan dan peningkatan prasarana 
fisik pasca bencana kepada masyarakat 

dan stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyelenggaraan 

pemulihan dan 
peningkatan fisik 

sesuai pedoman 
kerja/petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan fisik pasca 

bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan fisik pasca bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam penyelenggaraan 

pemulihan dan peningkatan prasarana 
fisik pasca bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

penyelenggaraan 
pemulihan dan 
peningkatan fisik 

pasca bencana. 

5.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemu kenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan fisik. 

5.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan fisik. 

5.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 

penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan fisik dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 

lain atau stakeholder terkait 
penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan fisik. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
kebijakan 
penyelenggaraan 

pemulihan dan 
peningkatan fisik 

pasca bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan penyelenggaraan 

pemulihan dan peningkatan prasarana 
fisik publik pasca bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan prasarana 

fisik publik pasca bencana. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) penyelenggaraan pemulihan 
dan peningkatan prasarana fisik publik 
pasca bencana. 

 

36. Penyusunan Kebijakan Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik 
 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Pemulihan dan 

Peningkatan Fisik 

Kode Kompetensi : PB.36 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 
membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 

dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 
mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 

publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan bidang pemulihan dan 
peningkatan fisik. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 

cara penyusunan 
kebijakan bidang 
pemulihan dan 

peningkatan fisik. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
penyusunan kebijakan bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang pemulihan dan 
peningkatan fisik. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menyusun teknis di 

bidang pemulihan dan peningkatan fisik. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 

peningkatan fisik. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 
kebijakan bidang pemulihan dan 

peningkatan fisik. 
2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 

data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun draft kebijakan bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas penyusunan kebijakan 

bidang pemulihan dan peningkatan fisik. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik dan 
menentukan substansi yang akan diatur. 
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mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 

peningkatan fisik 
sesuai pedoman dan 

petunjuk teknis. 

3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 
bidang pemulihan dan peningkatan fisik 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan fisik. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 

instrument dalam 
melakukan 

penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 

peningkatan fisik. 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 

kebijakan bidang pemulihan dan 
peningkatan fisik. 

4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan peningkatan fisik. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan Bidang 

pemulihan dan 
peningkatan fisik. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan Bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik, 
mencari kelebihan dan kekurangan dan 

memberikan rekomendasi perbaikan. 
5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 

kebijakan meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan Bidang 

pemulihan dan peningkatan fisik yang 
dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyusunan kebijakan Bidang 
pemulihan dan peningkatan fisik. 

 

37. Penyusunan Kebijakan Bidang Pemulihan dan Peningkatan Sosial, 
Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Pemulihan dan 
Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan SDA 

Kode Kompetensi : PB.37 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 
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mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 

metode perumusan kebijakan Bidang pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 
dasar, teknik metode 

dan mekanisme tata 
cara penyusunan 

kebijakan bidang 
pemulihan dan 
peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik, metode, dan mekanisme tata cara 

penyusunan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menyusun teknis di 

bidang pemulihan dan peningkatan 
sosial, ekonomi, dan SDA. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyusunan 

penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 
peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep kebijakan 
bidang pemulihan dan peningkatan 
sosial, ekonomi, dan SDA. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyusunan kebijakan 

bidang pemulihan dan peningkatan 
sosial, ekonomi, dan SDA. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 

peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA 
sesuai pedoman kerja 

atau petunjuk teknis 

3.1 Mampu merancang atau membuat 

sistematika draft kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA dan menentukan 

substansi yang akan diatur. 
3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 

bidang pemulihan dan peningkatan 
sosial, ekonomi, dan SDA kepada 

pegawai di lingkungannya dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 

standar prosedur 
instrument dalam 

melakukan 
penyusunan kebijakan 
bidang pemulihan dan 

4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 

perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan bidang pemulihan dan 

peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA. 
4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
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peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA. 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 

bidang pemulihan dan peningkatan 
sosial, ekonomi, dan SDA. 

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait penyusunan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan bidang 

pemulihan dan 
peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

pemulihan dan peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA, mencari kelebihan 

dan kekurangan dan memberikan 
rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyusunan kebijakan bidang 
pemulihan dan peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA. 

 

38. Penyelenggaraan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan SDA 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pemulihan dan Peningkatan Sosial, 

Ekonomi, dan SDA 

Kode Kompetensi : PB.38 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau 
dan mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 
teori, konsep, teknik metode penyelenggaraan 

penanggulangan bencana tahap pasca bencana 
melalui pelaksanaan pemulihan sosial psikologis 
korban, layanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi 

konflik, sosial ekonomi budaya masyarakat, 
keamanan dan ketertiban, maupun lingkungan. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

penyelenggaraan 
pemulihan dan 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 

pasca bencana. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA 

pasca bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
terkait penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyelenggaraan 

pemulihan dan 
peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 

yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA pasca bencana. 

2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 
dan tahapan penyelenggaraan pemulihan 

dan peningkatan sosial, ekonomi, dan 
SDA pasca bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA pasca bencana kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

penyelenggaraan 
pemulihan dan 

peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA 

pasca bencana sesuai 
pedoman kerja atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merancang atau Menyusun 

rencana penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 

pasca bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemulihan dan 

peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA pasca bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 
pemulihan dan 

peningkatan sosial, 
ekonomi, dan SDA 

pasca bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA pasca bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 

penyelenggaraan pemulihan dan 
peningkatan sosial, ekonomi, dan 

SDAdan memberikan bimbingan dan 
fasilitasi kepada instansi lain atau 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

stakeholder terkait penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA pasca bencana 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan 
penyelenggaraan 

pemulihan dan 
peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA 
pasca bencana. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 
metode dan kebijakan penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA tahap pasca bencana, 
melalui pelaksanaan pemulihan sosial 

psikologis korban dan layanan 
kesehatan. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 
dan instrumen penyelenggaraan 
pemulihan dan peningkatan sosial, 

ekonomi, dan SDA pasca bencana. 
5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) penyelenggaraan pemulihan 
dan peningkatan sosial, ekonomi, dan 

SDA pasca bencana. 

 

39. Penyusunan Kebijakan Bidang Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Logistik dan Peralatan 
Penanggulangan Bencana  

Kode Kompetensi : PB.39 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 

metode perumusan kebijakan bidang logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 

cara penyusunan 
kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
penyusunan kebijakan bidang logistik 

dan peralatan penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menyusun teknis di 

bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyusunan 

kebijakan bidang 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep kebijakan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana sesuai 
pedoman kerja atau 
petunjuk teknis. 

bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyusunan kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyusunan 

kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana sesuai 
pedoman kerja atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana dan menentukan substansi 
yang akan diatur. 

3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana kepada 
pegawai di lingkungannya dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang logistik 

dan peralatan penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 
instrument dalam 

melakukan 
penyusunan 

kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 
kebijakan bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana. 

5 Mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan serta pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang logistik 
dan peralatan penanggulangan bencana, 

mencari kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 

kebijakan meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan bidang 
logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana yang dikembangkan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

5.3 Mampu menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyusunan kebijakan bidang logistik 
dan peralatan penanggulangan bencana. 

 

40. Advokasi Kebijakan Bidang Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana 

 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Logistik Dan Peralatan 
Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.40 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan usaha 

yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi 
dan mengupayakan terjadinya perubahan secara 

bertahap dalam menerapkan (mengadopsi dan 
mengimplementasi) kebijakan bidang logistik dan 
peralatan. Kemampuan tersebut termasuk 

mengkomunikasikan konsep, strategi, proses, data, 
program serta kebijakan kepada stakeholder melalui 

metode-metode serta strategi yang terencana dengan 
tujuan agar stakeholder dapat memahami serta 

menerapkan kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

advokasi kebijakan 
bidang logistik dan 
peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai sumber 
informasi dan mengumpulkan data 

advokasi kebijakan bidang logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
advokasi kebijakan 

bidang logistik dan 
peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 
memanfaatkan data tentang advokasi 

kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci 
dan jelas perihal advokasi kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana kepada 
masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana, melalui persuasi, sosialisasi, 

bimbingan teknis, pendampingan, 
monitoring dan evaluasi advokasi 
kebijakan publik. 

3.2 Mampu mengembangkan serta 
menjalankan strategi atau intervensi 

melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 
teknis, pendampingan dalam mengatasi 

hambatan sistemik dan resistensi 
stakeholder dalam menerapkan advokasi 
kebijakan bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan advokasi 

kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan mengembangkan 

teknik advokasi 
kebijakan bidang 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, mencari 

kelebihan dan kekurangan, melakukan 
pengembangan atau perbaikan cara kerja 

advokasi kebijakan bidang logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma, standar, prosedur, dan instrumen 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait advokasi kebijakan. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 

kebijakan advokasi 
kebijakan bidang 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana yang sinergis 

dan terintegrasi yang 
berdampak nasional. 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 

dan instrumen advokasi kebijakan bidang 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana yang dapat memberikan dampak 

positif di tingkat nasional.  
5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 

dalam pemecahan masalah advokasi 
kebijakan bidang logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana di tingkat 

nasional. 

 
 

 
 



 
- 85 - 

41. Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana 

Kode Kompetensi : PB.41 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 

mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara, 
kebijakan, dan peraturan pengelolaan logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan manajemen 
logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan manajemen logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan manajemen 
logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data manajemen logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana secara cermat, 
akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pelaksanaan 
manajemen logistik 
dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan manajemen logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
manajemen logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal manajemen logistik 

dan peralatan penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

manajemen logistik 
dan peralatan 
penanggulangan 

bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
manajemen logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
manajemen logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
manajemen logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria manajemen 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 
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logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

atau perbaikan manajemen logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana yang 

lebih efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan manajemen logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
manajemen logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana dan 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait manajemen logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

manajemen logistik 
dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 

teori, konsep, kebijakan manajemen 
logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana serta pelaksanaannya dalam hal 

menemukan kelebihan dan kekurangan 
serta rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan manajemen logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori 
dan kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

manajemen logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

 
42. Pengelolaan Bantuan Logistik dan Peralatan 

 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Bantuan Logistik dan Peralatan 

Kode Kompetensi : PB.42 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan mekanisme 

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan analisis 
pelaporan, dan mengidentifikasi umpan balik, serta 
mengembangkan berbagai konsep dasar, teknik, 

metode, tata cara di bidang pengelolaan bantuan 
logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 
teknik, metode, tata 

cara, kebijakan, dan 
peraturan terkait 

pengelolaan bantuan 
logistik dan peralatan 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan pengelolaan bantuan logistik 

dan peralatan penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan pengelolaan 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

penanggulangan 
bencana. 

bantuan logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 
data pengelolaan bantuan logistik dan 

peralatan penanggulan bencana secara 
cermat, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pelaksanaan 
pengelolaan bantuan 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan pengelolaan bantuan 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana. 

2.2 Mampu melaksanakan analisis, 
menyajikan, dan memanfaatkan data 

pengelolaan bantuan logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana  

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal pengelolaan 
bantuan logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

pengelolaan bantuan 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
pengelolaan bantuan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

pengelolaan bantuan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

pengelolaan bantuan logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria pengelolaan 

bantuan logistik dan 
peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan pengelolaan bantuan 
logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan pengelolaan bantuan 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pengelolaan bantuan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
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terkait pengelolaan bantuan logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 
pengelolaan bantuan 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan pengelolaan 

bantuan logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana serta 

pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan pengelolaan bantuan 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana, meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 

dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 
pengelolaan bantuan logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 

 
43. Pengembangan Kemitraan, Distribusi dan Pengendalian Logistik dan 

Peralatan 
 

Nama Kompetensi : Pengembangan Kemitraan, Distribusi dan 
Pengendalian Logistik dan Peralatan 

Kode Kompetensi : PB.43 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 
berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara 
koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

komando dalam pengelolaan dan optimasi jaringan 
logistik dan peralatan melalui kemitraan pemerintah, 

lembaga usaha, masyarakat, dan layanan distribusi 
dan pemberdayaan pengendalian, pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan di bidang 
pengembangan kemitraan, distribusi dan pengendalian 
logistik dan peralatan penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep dasar, 

teknik, metode, tata 
cara, kebijakan, dan 

peraturan terkait 
pengembangan 
kemitraan, distribusi 

dan pengendalian 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan pengembangan kemitraan, 
distribusi dan pengendalian logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan pengembangan 

kemitraan, distribusi dan pengendalian 
logistik dan peralatan penanggulangan 

bencana. 



 
- 89 - 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 

data pengembangan kemitraan, distribusi 
dan pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana secara cermat, 

akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
pengembangan 

kemitraan, distribusi 
dan pengendalian 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan pengembangan kemitraan, 
distribusi dan pengendalian logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
pengembangan kemitraan, distribusi dan 

pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal pengembangan 
kemitraan, distribusi dan pengendalian 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
pengembangan 

kemitraan, distribusi 
dan pengendalian 
logistik dan peralatan 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 

pengembangan kemitraan, distribusi dan 
pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan 
pengembangan kemitraan, distribusi dan 

pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

pengembangan kemitraan, distribusi dan 
pengendalian logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria pengembangan 

kemitraan, distribusi 
dan pengendalian 

logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan pengembangan 
kemitraan, distribusi dan pengendalian 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan pengembangan kemitraan, 
distribusi dan pengendalian logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana.  
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pengembangan kemitraan, distribusi dan 
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pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana dan 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pengembangan kemitraan, 

distribusi dan pengendalian logistik dan 
peralatan penanggulangan bencana. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

pengembangan 
kemitraan, distribusi 

dan pengendalian 
logistik dan peralatan 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 

teori, konsep, kebijakan pengembangan 
kemitraan, distribusi dan pengendalian 

logistik dan peralatan penanggulangan 
bencana serta pelaksanaannya dalam hal 
menemukan kelebihan dan kekurangan 

serta rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan pengembangan kemitraan, 
distribusi dan pengendalian logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori 

dan kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

pengembangan kemitraan, distribusi dan 
pengendalian logistik dan peralatan 
penanggulangan bencana. 

 

44. Penyusunan Kebijakan Bidang Data, Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Data, Informasi dan 
Komunikasi Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.44 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 

membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 
metode perumusan kebijakan bidang data, informasi 

dan komunikasi kebencanaan. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 

cara penyusunan 
kebijakan bidang data, 
informasi dan 

komunikasi 
kebencanaan. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
penyusunan kebijakan bidang data, 

informasi dan komunikasi kebencanaan. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan pelaksanaan penyusunan 

kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menyusun teknis di 
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bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyusunan kebijakan 

bidang data, informasi 
dan komunikasi 
kebencanaan. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 

untuk menyusun konsep kebijakan 
bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyusunan kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
penyusunan kebijakan 

bidang data, informasi 
dan komunikasi 
kebencanaan. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 

sistematika draft kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan 
dan menentukan substansi yang akan 

diatur. 
3.2 Mampu mensosialisasikan kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan kepada pegawai di 

lingkungannya dalam melaksanakan 
penyusunan kebijakan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyusunan kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun 
perangkat norma 
standar prosedur 

instrument dalam 
melakukan 

penyusunan kebijakan 
bidang data, informasi 

dan komunikasi 
kebencanaan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 

kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang data, informasi dan komunikasi 

kebencanaan. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 

data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan bidang data, 

informasi dan 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang data, 

informasi dan komunikasi kebencanaan, 
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komunikasi 
kebencanaan. 

mencari kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikan. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan meyakinkan stakeholder dan 
shareholder terkait untuk menerima 

konsep, teori dan kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan 

yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyusunan kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan. 

 
45. Advokasi Kebijakan Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan 

 

Nama Kompetensi : Advokasi Kebijakan Bidang Data, Informasi dan 
Komunikasi Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.45 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan usaha yang 

terencana dan sistematis untuk mempengaruhi dan 
mengupayakan terjadinya perubahan secara bertahap 

dalam menerapkan (mengadopsi dan 
mengimplementasi) kebijakan bidang data, informasi 

dan komunikasi kebencanaan. Kemampuan tersebut 
termasuk mengkomunikasikan konsep, strategi, 
proses, data, program serta kebijakan kepada 

stakeholder melalui metode-metode serta strategi yang 
terencana dengan tujuan agar stakeholder dapat 

memahami serta menerapkan kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan 

advokasi kebijakan 
bidang teknis bidang 

data, informasi dan 
komunikasi 
kebencanaan. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur advokasi 

kebijakan kebijakan bidang data, 
informasi dan komunikasi kebencanaan. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan advokasi kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data advokasi kebijakan bidang data, 

informasi dan komunikasi kebencanaan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

advokasi kebijakan 
bidang data, informasi 

2.1 Mampu melaksanakan konsep, teori, 
metode dan kebijakan advokasi kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

2.2 Mampu melaksanakan menyajikan dan 

memanfaatkan data tentang advokasi 
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dan komunikasi 
kebencanaan. 

kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal advokasi kebijakan 
bidang data, informasi dan komunikasi 

kebencanaan kepada masyarakat dan 
stakeholder. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang data, 

informasi dan 
komunikasi 

kebencanaan sesuai 
pedoman kerja atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu menyusun instrumen dan bahan 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
data, informasi dan komunikasi 

kebencanaan, melalui persuasi, 
sosialisasi, bimbingan teknis, 
pendampingan, monitoring evaluasi 

advokasi kebijakan publik. 
3.2 Mampu mengembangkan serta 

menjalankan strategi atau intervensi 
melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan 

teknis, pendampingan dalam mengatasi 
hambatan sistemik dan resistensi 
stakeholder dalam menerapkan advokasi 

kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan advokasi 
kebijakan bidang data, informasi dan 
komunikasi kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan mengembangkan 
teknik advokasi 

kebijakan bidang data, 
informasi dan 

komunikasi 
kebencanaan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknik/metode/sistem cara kerja, 
mencari kelebihan dan kekurangan, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja advokasi kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma, 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan advokasi kebijakan bidang 
data, informasi dan komunikasi 

kebencanaan. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 

pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait advokasi kebijakan. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, dan 
kebijakan advokasi 

kebijakan bidang data, 
informasi dan 

komunikasi 
kebencanaan yang 

5.1 Mampu mengembangkan konsep, teori, 

metode dan kebijakan advokasi kebijakan 
bidang data, informasi dan komunikasi 
kebencanaan. 

5.2 Mampu mengembangkan strategi, teknik, 
dan instrumen advokasi kebijakan 

bidang data, informasi dan komunikasi 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

sinergis dan 
terintegrasi yang 

berdampak nasional. 

kebencanaan yang dapat memberikan 
dampak positif di tingkat nasional. 

5.3 Mampu menjadi mentor dan rujukan 
dalam pemecahan masalah advokasi 
kebijakan bidang data, informasi dan 

komunikasi kebencanaan di tingkat 
nasional. 

 

46. Manajemen Data dan Informasi 
 

Nama Kompetensi : Manajemen Data dan Informasi 

Kode Kompetensi : PB.46 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, dan merumuskan konsep 

pengelolaan data dan informasi kebencanaan, 
memantau dan mengevaluasi, mengidentifikasi umpan 

balik serta pengembangan, dan pengintegrasian 
teknologi dan jaringan di lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, meliputi pengolahan data, 

analisis dan diseminasi informasi darurat bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

dan peraturan terkait 
manajemen data dan 

informasi 
kebencanaan. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 

konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan manajemen data dan informasi 
kebencanaan. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan manajemen data 

dan informasi kebencanaan. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data manajemen logistik dan peralatan 

penanggulan bencana secara cermat, 
akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

manajemen data dan 
informasi 

kebencanaan. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan manajemen data dan 

informasi kebencanaan. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 

manajemen data dan informasi 
kebencanaan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal manajemen data 

dan informasi kebencanaan. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

manajemen data dan 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
manajemen data dan informasi 
kebencanaan. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
manajemen logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

informasi 
kebencanaan sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

keputusan dalam pelaksanaan 
manajemen data dan informasi 

kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria manajemen 

data dan informasi 
kebencanaan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan manajemen data dan 
informasi kebencanaan yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan manajemen data dan 

informasi kebencanaan. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

manajemen data dan informasi 
kebencanaan dan memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait manajemen 

data dan informasi kebencanaan. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
manajemen data dan 

informasi 
kebencanaan. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan manajemen data 

dan informasi kebencanaan serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan manajemen data dan 
informasi kebencanaan, meyakinkan 

stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
manajemen data dan informasi 

kebencanaan. 

 
47. Pengelolaan Teknologi dan Jaringan Kebencanaan 
 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Teknologi dan Jaringan Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.47 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara 
pengelolaan teknologi dan jaringan kebencanaan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

pengelolaan teknologi 
dan jaringan 

kebencanaan. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan pengelolaan teknologi dan 
jaringan kebencanaan. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan pengelolaan 
teknologi dan jaringan kebencanaan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 

data pengelolaan teknologi dan jaringan 
kebencanaan secara cermat, akurat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

pengelolaan teknologi 
dan jaringan 

kebencanaan. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan pengelolaan teknologi dan 

jaringan kebencanaan. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 

pengelolaan teknologi dan jaringan 
kebencanaan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal pengelolaan 

teknologi dan jaringan kebencanaan. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

pengelolaan teknologi 
dan jaringan 
kebencanaan sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
pengelolaan teknologi dan jaringan 
kebencanaan. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
pengelolaan teknologi dan jaringan 

kebencanaan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
pengelolaan teknologi dan jaringan 

kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria pengelolaan 
teknologi dan jaringan 
kebencanaan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan pengelolaan teknologi dan 
jaringan kebencanaan yang lebih 

efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan pengelolaan teknologi dan 
jaringan kebencanaan. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pengelolaan teknologi dan jaringan 

kebencanaan dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 

lain atau stakeholder terkait pengelolaan 
teknologi dan jaringan kebencanaan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
pengelolaan teknologi 

dan jaringan 
kebencanaan. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan pengelolaan 

teknologi dan jaringan kebencanaan serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan pengelolaan teknologi dan 
jaringan kebencanaan, meyakinkan 

stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
pengelolaan teknologi dan jaringan 

kebencanaan. 

 
48. Pengelolaan Komunikasi Kebencanaan 
 

Nama Kompetensi : Pengelolaan Komunikasi Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.48 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara 
pengelolaan komunikasi dengan media, pemberitaan, 

peliputan, publikasi serta dokumentasi 
penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

pengelolaan 
komunikasi 

kebencanaan. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan pengelolaan komunikasi 

kebencanaan. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan pengelolaan 
komunikasi kebencanaan. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 
sumber informasi dan mengumpulkan 
data pengelolaan komunikasi 

kebencanaan secara cermat, akurat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

pengelolaan 
komunikasi 

kebencanaan. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi 

kebencanaan. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 

pelaksanaan pengelolaan komunikasi 
kebencanaan. 
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Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal pengelolaan 

komunikasi kebencanaan. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 
pengelolaan 

komunikasi 
kebencanaan sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 

pengelolaan komunikasi kebencanaan. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

pengelolaan komunikasi kebencanaan. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 
pengelolaan komunikasi kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria pengelolaan 

komunikasi 
kebencanaan. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan pengembangan 

atau melakukan perbaikan pengelolaan 
komunikasi kebencanaan yang lebih 

efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma standar, prosedur, dan instrumen 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi 

kebencanaan. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
pengelolaan komunikasi kebencanaan 

dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait pengelolaan komunikasi 
kebencanaan. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
pengelolaan 

komunikasi 
kebencanaan. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan pengelolaan 

komunikasi kebencanaan serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 

kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan pengelolaan komunikasi 
kebencanaan, meyakinkan stakeholder 

dan shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 

dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 
pelaksanaan pengelolaan komunikasi 

kebencanaan. 
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49. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan 
Bencana 

Kode Kompetensi : PB.49 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 

mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode pelaksanaan 
manajemen pendidikan dan pelatihan penanggulangan 
bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

dan peraturan terkait 
manajemen 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan manajemen pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan manajemen 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data manajemen pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana 
secara cermat, akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pelaksanaan 
manajemen 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan manajemen pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
manajemen pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal manajemen 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
manajemen 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 

bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
manajemen pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

manajemen pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

manajemen pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 
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standar, prosedur, dan 
kriteria manajemen 

pendidikan dan 
pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan manajemen pendidikan 
dan pelatihan penanggulangan bencana 
yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan manajemen pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

manajemen pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana dan 

memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait manajemen pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 
manajemen 

pendidikan dan 
pelatihan 

penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan manajemen 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana serta 

pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan manajemen pendidikan 

dan pelatihan penanggulangan bencana, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
manajemen pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

 

50. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.50 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 
berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis 
penanggulangan bencana bagi aparat pemerintah dan 
organisasi, lembaga dan masyarakat, pendidikan dan 

pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan dasar 
dan teknis lainnya, pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana internasional dan simulasi 
penanggulangan bencana. 
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1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

penyelenggaraan 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana.  
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana 

secara cermat, akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

penyelenggaraan 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 
bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
penyelenggaraan 

pendidikan dan 
pelatihan 

penanggulangan 
bencana sesuai 
pedoman atau 

petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana.  

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana yang lebih 

efektif/efisien. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyelenggaraan 



 
- 102 - 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
penyelenggaraan 
pendidikan dan 

pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana serta 
pelaksanaannya dalam hal menemukan 

kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana, meyakinkan 
stakeholder dan shareholder terkait 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

 

51. Penyelenggaraan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Penanggulangan Bencana 
 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi 

Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.51 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 
berbagai konsep dasar, teknik, metode, tata cara 

penyelenggaraan sertifikasi dan uji kompetensi profesi 
di bidang penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 

berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 
penyelenggaraan 

sertifikasi dan uji 
kompetensi profesi. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 

konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan penyelenggaraan sertifikasi 

dan uji kompetensi profesi. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 

sertifikasi dan uji kompetensi profesi. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan sertifikasi dan uji 
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kompetensi profesi secara cermat, 
akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

pelaksanaan 
penyelenggaraan 
sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi 

dan uji kompetensi profesi. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan sertifikasi dan uji 
kompetensi profesi. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 

sertifikasi dan uji kompetensi profesi. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

penyelenggaraan 
sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi 
sesuai pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
penyelenggaraan sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi. 
3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyelenggaraan sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan sertifikasi dan uji 
kompetensi profesi. 

4 Mampu mengevaluasi 

dan menyusun norma, 
standar, prosedur, dan 

kriteria 
penyelenggaraan 

sertifikasi dan uji 
kompetensi profesi. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 

teknis/metode/sistem cara kerja 
menemukenali kelebihan dan 

kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan penyelenggaraan 

sertifikasi dan uji kompetensi profesi 
yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi 
dan uji kompetensi profesi. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyelenggaraan sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 

lain atau stakeholder terkait 
penyelenggaraan sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi. 

5 Mampu 
mengembangkan 
konsep, teori, 

kebijakan, dan 
menjadi sumber 

rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan penyelenggaraan 
sertifikasi dan uji kompetensi profesi 

serta pelaksanaannya dalam hal 
menemukan kelebihan dan kekurangan 

serta rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan penyelenggaraan 
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penyelenggaraan 
sertifikasi dan uji 

kompetensi profesi. 

sertifikasi dan uji kompetensi profesi, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

penyelenggaraan sertifikasi dan uji 
kompetensi profesi. 

 

52. Pengembangan Program dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan 
Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Pengembangan Program dan Akreditasi Pendidikan dan 

Pelatihan Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.52 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 

mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 
berbagai konsep dasar, teknik, metode pengembangan 

program dan akreditasi pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 
dasar, teknik, metode, 

tata cara, kebijakan, 
dan peraturan terkait 

pengembangan 
program dan 

akreditasi pendidikan 
dan pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 
kebijakan pengembangan program dan 

akreditasi pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan pengembangan 

program dan akreditasi pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data pengembangan program dan 

akreditasi pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana secara cermat, 

akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

pengembangan 
program dan 
akreditasi pendidikan 

dan pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 
pengumpulan pengolahan data dari 

pelaksanaan pengembangan program 
dan akreditasi pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
pengembangan program dan akreditasi 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal pengembangan 
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program dan akreditasi pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 

pelaksanaan 
pengembangan 
program dan 

akreditasi pendidikan 
dan pelatihan 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman atau 
petunjuk teknis. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 
pengembangan program dan akreditasi 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
pengembangan program dan akreditasi 

pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 
keputusan dalam pelaksanaan 

pengembangan program dan akreditasi 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 

pengembangan 
program dan 

akreditasi pendidikan 
dan pelatihan 
penanggulangan 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan pengembangan program 
dan akreditasi pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana yang lebih 
efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan pengembangan program 
dan akreditasi pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 

pengembangan program dan akreditasi 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana dan 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait pengembangan program dan 

akreditasi pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 
implementasi serta 

pemecahan masalah 
pengembangan 

program dan 
akreditasi pendidikan 

dan pelatihan 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan pengembangan 

program dan akreditasi pendidikan dan 
pelatihan penanggulangan bencana serta 

pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 
rekomendasi perbaikannya. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan pengembangan program 

dan akreditasi pendidikan dan pelatihan 
penanggulangan bencana, meyakinkan 

stakeholder dan shareholder terkait 
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penanggulangan 
bencana. 

untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 

pengembangan program dan akreditasi 
pendidikan dan pelatihan 

penanggulangan bencana. 

 
53. Penyusunan Kebijakan Bidang Pengendalian Operasi Penanganan Darurat 

Bencana 

 

Nama Kompetensi : Penyusunan Kebijakan Bidang Pengendalian Operasi 
Penanganan Darurat Bencana 

Kode Kompetensi : PB.53 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah dan merumuskan konsep kebijakan 
membahas dan menyeleraskan konsep kebijakan 
dengan kebijakan lain, memonitor dan evaluasi 

mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan 
publik serta mengembangan teori, konsep, teknik 

metode perumusan kebijakan bidang pengendalian 
operasi penanganan darurat bencana, meliputi 

rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, 
tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode 
dan mekanisme tata 

cara penyusunan 
kebijakan bidang 

pengendalian operasi 
penanganan darurat 
bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik, metode, dan mekanisme tata cara 
penyusunan kebijakan bidang 

pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 
atau tahapan-tahapan pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data-data yang 
dibutuhkan untuk menyusun teknis di 

bidang pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 

strategi, dan tata cara 
penyusunan kebijakan 
bidang pengendalian 

operasi penanganan 
darurat bencana. 

2.1 Mampu melaksanakan pengolahan data 
yang dibutuhkan untuk menyusun 

kebijakan bidang pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana. 

2.2 Mampu melakukan analisis terhadap 
data dan menyajikan analisis tersebut 
untuk menyusun konsep kebijakan 

bidang pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas penyusunan kebijakan 

bidang pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 



 
- 107 - 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 

penyusunan kebijakan 
bidang pengendalian 

operasi penanganan 
darurat bencana. 

3.1 Mampu merancang atau membuat 
sistematika draft kebijakan bidang 

pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana dan menentukan 
substansi yang akan diatur. 

3.2 Mampu menyosialisasikan kebijakan 
bidang pengendalian operasi penanganan 

darurat bencana kepada pegawai di 
lingkungannya dalam melaksanakan 

penyusunan kebijakan bidang 
pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 

pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrument dalam 
melakukan 
penyusunan kebijakan 

bidang pengendalian 
operasi penanganan 

darurat bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyusunan 

kebijakan bidang pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, dan cara kerja yang dijadikan 
norma, standar, prosedur, dan instrumen 

pelaksanaan penyusunan kebijakan 
bidang pengendalian operasi penanganan 

darurat bencana. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyusunan kebijakan, 
memberikan bimbingan dan fasilitasi 

kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyusunan kebijakan bidang 

pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan bidang 
pengendalian operasi 

penanganan darurat 
bencana. 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, 

konsep, kebijakan serta pelaksanaan 
penyusunan kebijakan bidang 
pengendalian operasi penanganan 

darurat bencana, mencari kelebihan dan 
kekurangan dan memberikan 

rekomendasi perbaikan. 
5.2 Mengembangkan teori, konsep, dan 

kebijakan, serta meyakinkan stakeholder 
dan shareholder terkait untuk menerima 

teori, konsep, dan kebijakan bidang 
pengendalian operasi penanganan 
darurat bencana yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
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penyusunan kebijakan bidang 
pengendalian operasi penanganan 

darurat bencana. 

 

54. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana 
 

Nama Kompetensi : Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana 

Kode Kompetensi : PB.54 

Definisi : Kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 
mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode perencanaan 
operasi penanganan pasa saat darurat bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami Konsep 
dasar, teknik metode, 
peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur perencanaan 

operasi penanganan 
darurat bencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

perencanaan operasi penanganan 
darurat bencana. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan dalam 

perencanaan operasi penanganan 
darurat bencana. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
terkait perencanaan operasi penanganan 

darurat bencana. 

2 Mampu menerapkan 
dan melaksanakan 

berbagai konsep, teori, 
teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 

perencanaan operasi 
penanganan darurat 

bencana. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam pelaksanaan perencanaan operasi 

penanganan darurat bencana. 
2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 

dan tahapan dalam perencanaan operasi 

penanganan darurat bencana. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal perencanaan 
operasi penanganan darurat bencana 

kepada masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
penyelenggaraan  

operasi penanganan 
darurat bencana 
sesuai pedoman 

kerja/petunjuk teknis. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 
instrumen perencanaan operasi 
penanganan darurat bencana. 

3.2 Mampu mensosialisasikan konsep 
perencanaan operasi penanganan pada 

saat darurat bencana dan memberikan 
bimbingan, coaching, atau mentoring 

kepada pegawai di lingkungannya dalam 
perencanaan operasi penanganan 

darurat bencana. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam perencanaan operasi 
penanganan darurat bencana. 
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4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 
instrument 

perencanaan operasi 
penanganan darurat 

bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan dalam perencanaan 

operasi penanganan darurat bencana. 
4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen dalam 

perencanaan operasi penanganan 
darurat bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder terkait 
perencanaan operasi penanganan pada 

saat darurat bencana dan memberikan 
bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 

lain atau stakeholder terkait perencanaan 
operasi penanganan darurat bencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 
dalam perencanaan 

operasi penanganan 
darurat bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan dalam 

perencanaan operasi penanganan 
darurat bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 
dan kebijakan dalam perencanaan 

operasi penanganan darurat bencana, 
serta meyakinkan stakeholder dan 

shareholder terkait untuk menerima 
konsep, teori dan kebijakan yang 
dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
perencanaan operasi penanganan 

darurat bencana. 

 
55. Penyelenggaraan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Lintas 

Sektor 

 

Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pengendalian Operasi 
Penanggulangan Bencana Lintas Sektor 

Kode Kompetensi : PB.55 

Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengolah, menganalisis, merumuskan, memantau dan 

mengevaluasi, menyusun laporan, dan 
mengidentifikasi umpan balik, serta mengembangkan 

berbagai konsep dasar, teknik, metode 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
berbagai konsep 

dasar, teknik, metode, 
tata cara, kebijakan, 

1.1 Mampu memahami dan menjelaskan 
konsep dasar, teori, metode dan 

kebijakan penyelenggaraan pengendalian 
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dan peraturan terkait 
penyelenggaraan 

pengendalian operasi 
penanggulangan 
bencana lintas sektor. 

operasi penanggulangan bencana lintas 
sektor. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan penyelenggaraan 
pengendalian operasi penanggulangan 

bencana lintas sektor. 
1.3 Mampu mengidentifikasi berbagai 

sumber informasi dan mengumpulkan 
data penyelenggaraan pengendalian 

operasi penanggulangan bencana lintas 
sektor secara cermat, akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
pelaksanaan 

penyelenggaraan 
pengendalian operasi 

penanggulangan 
bencana lintas sektor. 

2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, 

pengumpulan pengolahan data dari 
pelaksanaan penyelenggaraan 

pengendalian operasi penanggulangan 
bencana lintas sektor. 

2.2 Mampu melaksanakan analisis, 

menyajikan, dan memanfaatkan data 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor. 
2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 

rinci dan jelas perihal penyelenggaraan 
pengendalian operasi penanggulangan 
bencana lintas sektor. 

3 Mampu 

merencanakan, 
melaksanakan, 

memantau, 
mengendalikan, dan 

menyusun laporan 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 

pengendalian operasi 
penanggulangan 

bencana lintas sektor. 

3.1 Mampu merencanakan pelaksanaan 

penyelenggaraan pengendalian operasi 
penanggulangan bencana lintas sektor. 

3.2 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor. 
3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 

operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria 
penyelenggaraan 

pengendalian operasi 
penanggulangan 

bencana lintas sektor. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 
atau perbaikan penyelenggaraan 

pengendalian operasi penanggulangan 
bencana lintas sektor. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 

standar, prosedur, instrumen 
pelaksanaan penyelenggaraan 
pengendalian operasi penanggulangan 

bencana lintas sektor. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor 
dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
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kepada instansi lain atau stakeholder 
terkait penyelenggaraan pengendalian 

operasi penanggulangan bencana lintas 
sektor. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 
penyelenggaraan 

pengendalian operasi 
penanggulangan 

bencana lintas sektor. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, 
teori, konsep, kebijakan penyelenggaraan 

pengendalian operasi penanggulangan 
bencana lintas sektor serta 

pelaksanaannya dalam hal menemukan 
kelebihan dan kekurangan serta 

rekomendasi perbaikannya. 
5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan penyelenggaraan 

pengendalian operasi penanggulangan 
bencana lintas sektor, meyakinkan 

stakeholder dan shareholder terkait 
untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam 
penyelenggaraan pengendalian operasi 

penanggulangan bencana lintas sektor. 

 
56. Analisis Kebencanaan 

 

Nama Kompetensi : Analisis Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.56 

Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menyiapkan, menganalisis, merumuskan, 
mengevaluasi bahan dan mengembangkan substansi 

dalam upaya penguatan sistem dan strategi 
penanggulangan bencana, pencegahan, penanganan 
darurat, dan pascabencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami Konsep 
dasar, teknik metode, 

peraturan dan 
mekanisme, tata cara 

prosedur analisis 
kebencanaan. 
 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 
teknik metode, peraturan dan 

mekanisme, tata cara prosedur analisis 
kebencanaan. 

1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 
tahapan pelaksanaan analisis 
kebencanaan. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat, stakeholder secara tepat 

prosedur analisis kebencanaan atau 
mampu menyiapan bahan pengumpulan 

data dan informasi yang diperlukan 
dalam analisis kebencanaan. 

2 Mampu melaksanakan 
pengumpulan data 

dan informasi sesuai 
pedoman 

kerja/petunjuk teknis. 

2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan 
data dan informasi yang diperlukan 

dalam analisis kebencanaan. 
2.2 Mampu melaksanakan pengolahan data, 

menganalisis, menyajikan dan 
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memanfaatkan data terkait analisis 
kebencanaan. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal hasil pengumpulan 
data dan informasi kepada masyarakat 

dan stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
analisis kebencanaan. 

3.1 Mampu mendesain, merancang 
instrumen identifikasi, pengumpulan, 

pengolahan, penyajian atau menyusun 
peta jalan pelaksanaan analisis 

kebencanaan. 
3.2 Mampu mensosialisasikan langkah-

langkah analisis kebencanaan dan 

memberikan bimbingan, coaching atau 
mentoring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam melaksanakan 
analisis kebencanaan. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam pelaksanaan analisis 
kebencanaan. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen 
pelaksanaan analisis 
kebencanaan. 

 
 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan, melakukan pengembangan 

atau perbaikan cara kerja analisis 
kebencanaan yang lebih efektif/efisien. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 

teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
standar, prosedur, instrumen 

pelaksanaan analisis kebencanaan. 
4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 

dukungan dari stakeholder pelaksanaan 
analisis kebencanaan dan memberikan 

bimbingan dan fasilitasi kepada instansi 
lain atau stakeholder terkait pelaksanaan 
analisis kebencanaan. 

5 Mengembangkan 

konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 
analisis kebencanaan. 

 

5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 

konsep, kebijakan analisis kebencanaan 
serta pelaksanaannya, menemukenali 

kelebihan dan kekurangan dan 
memberikan rekomendasi perbaikanya. 

5.2 Mengembangkan teori, konsep dan 
kebijakan analisis kebencanaan, 
meyakinkan stakeholder dan shareholder 

terkait untuk menerima konsep, teori dan 
kebijakan yang dikembangkan. 

5.3 Menjadi sumber rujukan utama 
(nasional) dalam implementasi kebijakan 

dan pemecahan masalah dalam analisis 
kebencanaan. 
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57. Perencanaan Penanggulangan Bencana 

 

Nama Kompetensi : Perencanaan Penanggulangan Bencana 

Kode Kompetensi : PB.57 

Definisi : Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengolah, menyiapkan, menganalisis, merumuskan, 
mengevaluasi bahan dan mengembangkan substansi 

dalam perencanaan penanggulangan bencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Memahami konsep 

dasar, teknik metode, 
peraturan dan 

mekanisme, tata cara 
prosedur perencanaan 

penanggulangan 
bencana. 
 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, 

teknik metode, peraturan dan 
mekanisme, tata cara prosedur 

perencanaan penanggulangan bencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah 

tahapan pelaksanaan perencanaan 
penanggulangan bencana. 

1.3 Mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat, stakeholder secara tepat 
prosedur perencanaan penanggulangan 

bencana atau mampu menyiapan bahan 
pengumpulan data dan informasi yang 

diperlukan dalam perencanaan 
penanggulangan bencana. 

2 Mampu melaksanakan 
pengumpulan data 

dan informasi 
perencanaan 

penanggulangan 
bencana sesuai 

pedoman 
kerja/petunjuk teknis. 

2.1 Mampu mengidentifikasi tahapan awal 
dalam pelaksanaan perencanaan 

penanggulangan bencana. 
2.2 Mampu menganalisis langkah-langkah 

dan tahapan dalam perencanaan 
penanggulangan bencana. 

2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, 
rinci dan jelas perihal perencanaan 
penanggulangan bencana kepada 

masyarakat dan stakeholder. 

3 Mampu 
merencanakan, 

melaksanakan, 
memantau, 

mengendalikan, dan 
menyusun laporan 
perencanaan 

penanggulangan 
bencana. 

3.1 Mampu mendesain/merancang 
instrumen perencanaan penanggulangan 

bencana. 
3.2 Mampu mensosialisasikan konsep 

perencanaan penanggulangan bencana 
dan memberikan bimbingan, coaching 
atau mentoring kepada pegawai di 

lingkungannya dalam perencanaan 
penanggulangan bencana. 

3.3 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

keputusan dalam perencanaan 
penanggulangan bencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
dan menyusun 

perangkat norma 
standar prosedur 

instrumen 
perencanaan 

penanggulangan 
bencana. 

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknis/metode/sistem cara kerja 

menemukenali kelebihan dan 
kekurangan melakukan pengembangan 

atau perbaikan dalam perencanaan 
penanggulangan bencana. 

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk 
teknis, cara kerja yang dijadikan norma 
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standar, prosedur, instrumen dalam 
perencanaan penanggulangan bencana. 

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terkait 
perencanaan penanggulangan bencana 

dan memberikan bimbingan dan fasilitasi 
kepada instansi lain atau stakeholder 

terkait perencanaan penanggulangan 
bencana. 

5 Mampu 

mengembangkan 
konsep, teori, 
kebijakan, dan 

menjadi sumber 
rujukan untuk 

implementasi serta 
pemecahan masalah 

dalam perencanaan 
penanggulangan 
bencana. 

5.1 Mampu mengidentifikasi, menganalisis 

teori, konsep, kebijakan dalam 
perencanaan penanggulangan bencana. 

5.2 Mampu mengembangkan teori, konsep 

dan kebijakan dalam perencanaan 
penanggulangan bencana, serta 

meyakinkan stakeholder dan shareholder 
terkait untuk menerima konsep, teori dan 

kebijakan yang dikembangkan. 
5.3 Menjadi sumber rujukan utama 

(nasional) dalam implementasi kebijakan 
dan pemecahan masalah dalam 
perencanaan penanggulangan bencana. 

 

58. Penyuluhan Kebencanaan 
 

Nama Kompetensi : Penyuluhan Kebencanaan 

Kode Kompetensi : PB.58 

Definisi : Kemampuan untuk merencanakan, menyebarluaskan 
informasi, melakukan pendampingan, mendukung 

pemberdayaan, serta melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penyuluhan prabencana, keadaan 

darurat bencana, pascabencana. 

Level Deskripsi Indikator Kompetensi 

1 Mampu memahami 
konsep dasar, Teknik, 

teori, metode, strategi, 
dan tata cara 

penyuluhan 
prabencana, keadaan 

darurat dan 
pascabencana. 

1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar 
penyuluhan prabencana, keadaan 

darurat, dan pascabencana. 
1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah 

tahapan penyuluhan prabencana, 
keadaan darurat, dan pascabencana. 

1.3 Mampu menyiapkan data dan informasi 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan– 
data yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan penyuluhan prabencana, 
keadaan darurat, dan pascabencana. 

2 Mampu menerapkan 

dan melaksanakan 
berbagai konsep, teori, 

teknik, metode, 
strategi, dan tata cara 
penyuluhan 

prabencana, keadaan 
darurat dan 

pascabencana. 

2.1 Mampu menyusun bahan penyuluhan 

yang bersifat sederhana yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan penyuluhan 

prabencana, keadaan darurat, dan 
pascabencana. 

2.2 Mampu mengidentifikasi kelompok 

sasaran, dan menginisiasi penyiapan 
penyuluhan prabencana, keadaan 

darurat, dan pascabencana. 
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2.3 Mampu melaksanakan pendampingan 
kelompok sasaran secara sederhana 

dalam rangka pemberdayaan yang 
dilakukan dengan bimbingan. 

3 Mampu melaksanakan 
penyuluhan 

prabencana, keadaan 
darurat dan 

pascabencana. 

3.4 Mampu melakukan perencanaan, 
penyebarluasian informasi, melakukan 

pendampingan, serta mendukung 
pemberdayaan pelaksanaan penyuluhan 

prabencana, keadaan darurat bencana, 
dan pascabencana. 

3.5 Mampu mengoordinasikan pelaksanaan 

penyuluhan prabencana, keadaan 
darurat bencana, dan pascabencana. 

3.6 Mampu memecahkan masalah teknis 
operasional yang timbul dan mengambil 

Keputusan operasional dalam 
pelaksanaan penyuluhan prabencana, 
keadaan darurat bencana, dan 

pascabencana. 

4 Mampu mengevaluasi 
penyelenggaraan 

penyuluhan pra 
bencana, keadaan 

darurat dan pasca 
bencana. 

4.4 Mampu melakukan evaluasi terhadap 
teknik/metode/sistem cara kerja, 

melakukan pengembangan atau 
perbaikan cara kerja penyuluhan 

prabencana, keadaan darurat, dan 
pascabencana. 

4.5 Mampu memberikan pertimbangan dan 

arahan dalam pelaksanaan penyuluhan 
prabencana, keadaan darurat, dan 

pascabencana. 
4.6 Mampu melakukan koordinasi strategis 

serta meyakinkan dan memperoleh 
dukungan dari stakeholder terhadap 
pelaksanaan penyuluhan prabencana, 

keadaan darurat, dan pascabencana. 

5 Mampu 
mengembangkan 

konsep, teori, dan 
strategi penyuluhan 

pra bencana, keadaan 
darurat dan pasca 
bencana. 

5.4 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, 
konsep, kebijakan serta implementasi 

kebijakan penyuluhan prabencana, 
keadaan darurat, dan pascabencana. 

5.5 Memberikan sumbangan kebaharuan 
terhadap teori, konsep dan rekomendasi 
kebijakan penyelenggaraan penyuluhan 

prabencana, keadaan darurat, dan 
pascabencana. 

5.6 Mampu membangun sinergitas dengan 
berbagai stakeholders dalam rangka 

penyelenggaraan penyuluhan 
prabencana, keadaan darurat dan 
pascabencana berjalan efektif dan 

berdampak. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 Berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, dapat diperoleh sebanyak 58 (lima puluh delapan) 
butir kompetensi teknis urusan penanggulangan bencana. Dari 58 (lima puluh 

delapan) butir kompetensi teknis tersebut, terdapat 3 (tiga) kompetensi umum, 
yaitu: 

1. Penyusunan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana; 
2. Advokasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana; dan 

3. Manajemen Bencana. 
 
Demikian dokumen Kamus Kompetensi Teknis Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana disajikan. Dengan kamus kompetensi teknis ini, 
diharapkan dapat menjadi acuan dalam Manajemen ASN di lingkungan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengukur kompetensi individu ASN 
dalam kegiatan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan, 

promosi dalam suatu jabatan, dan pelaksanaan rekrutmen terbuka jabatan 
tinggi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kamus 
Kompetensi ini merupakan sarana dasar dalam menyelenggarakan sistem merit 

manajemen aparatur negara di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana. 

 
 

KEPALA BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA, 
 

ttd. 
 

SUHARYANTO 
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